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ABSTRAK
IMRAN (E21107075), Pelaksanaan Promosi Pegawai Negeri Sipil di 
Dinas Pendidikan Kota Palopo, xiv+  +5gambar+24 pustaka  (1986-
2008)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan promosi 
di Dinas Pendidikan Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan 
adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang akan 
menggambarkan secara umum tentang masalah-masalah yang diteliti, 
yaitu tentang pelaksanaan promosi pegawai di DInas Pendidikan Kota 
Palopo.
Hasil penelitian disimpulkan secara umum, pelaksanaan promosi di Dinas 
Pendidikan Palopo kurang sesuai dengan syarat-syarat yaitu pendidikan, 
pengalaman dan prestasi kerja. Berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan, para pegawai menginginkan promosi jabatan yang dilakukan 
hendaknya haruslah subjektif, tetapi fakta yang didapat dilapangan hal ini 
tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Yang dapat diambil
dalam pelaksanaan promosi di Dinas Pendidikan Kota Palopo yaitu 
pemenuhan syarat-syarat promosi secara umum telah dilaksanakan baik 
ditinjau dari syarat. Hal ini terlihat dalam hal kualifikasi pendidikan. 
Terkadang disiplin ilmu pegawai yang akan dipromosikan tidak sesuai 
jabatan yang lowong. Artinya dalam pelaksanaan promosi pegawai tidak 
sesuai prosedur yang ditetapkan. 
Dengan demikian pelaksanaan promosi di Dinas Pendidikan Kota Palopo  
perlu adanya peningkatan terhadap penilaian yang obyektif dalam promosi 
yang sesuai  dengan aturan yang ada dan penempatan jabatan dilakukan 
sesuai dengan tingkat dan spesifikasi pendidikan yang di punyai oleh 




Unsur penentu utama dalam mewujudkan tujuan organisasi secara 
efektif dan efisien adalah sumber daya manusia. Di dalam setiap 
organisasi terdapat berbagai macam sumber daya lain yaitu uang, 
material, mesin, dan metode, namun tanpa campur tangan dari unsur 
manusia, unsur-unsur lain tersebut tidak akan bergerak sendiri. Manusia 
adalah penggerak dan pengguna dari seluruh unsur yang ada di dalam 
organisasi.
Dalam organisasi pemerintah, unsur manusia yang bekerja 
didalamnya disebut sebagai pegawai, baik pegawai organik maupun 
pegawai harian. Bekerja sebagai pegawai merupakan dambaan dari 
banyak orang. Namun, sering kurang disadari bahwa dalam status 
sebagai pegawai tersebut melekat tugas dan tanggung jawab yang harus 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pegawai yang demikian akan dapat 
menunjang terwujdnya amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 
mengenai wujud pemerintahan yang diinginkan, yaitu :
1) Pemerintahan yang mampu mewujudkan persamaan kedudukan antara 
sesama warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan dan wajib 
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2) Pemerintahan yang mampu mewujudkan kehidupan demokrasi di 
bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan 
agama.
3) Pemerintahan yang mampu mewujudkan keadilan danperikemanusiaan.
4) Pemerintahan yang mampu memelihara budi pekerti kemanusiaan yang 
luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
Pemerintah secara sistematis telah mengembangkan kiat-kiat 
pendayagunaan pegawai dan birokrasi pemerintahan denga maksud 
untuk mewujudkan nilai-nilai dasar yang disebutkan di  atas. Dalam 
rencana pembangunan empat tahunan tertuang program-program 
penertiban dan penyempurnaan kelembagaan, kepegawaian, dan 
tatalaksana pemerintahan. Pemerintah menyadari bahwa titik paling 
strategis untuk memperbaiki penampilan kinerja pemerintahan adalah 
melalui pembinaan sumber daya manusianya, khususnya melalui 
pembinaan profesionalisme staf. Pegawai pada tingkat staf perlu memiliki 
kualitas responsif, fleksibel, konsisten, bersih, kompeten, bijaksana, 
berproses kerja layak, patuh, dan bertanggung jawab. Satf yang 
memenuhi persyaratan-persyaratan yang berkualitas seperti ini akan 
mampu berfungsi dan berperilaku layak dalam memenuhi harapan dan 
aspirasi publiknya (Suradinata, 2002).
Meskipun demikian, jarak antara nilai-nilai dan harapan-harapan 
yang dijanjikan oleh para pemimpin negara ini dengan kenyataan di 
lapangan agaknya masih cukup jauh. Keluhan-keluhan yang muncul dari 
masyarakat antara lain bahwa pemerintah kurang responsif terhadap 
persoalan yang berkembang dalam masyarakat; birokrasi sangat lamban, 
kurang peka, serta kurang tanggap terhadap perubahan masyarakat 
modern; budaya pelayanan publik terhambat; sistem administrasi 
ketinggalan zaman, terlalu banyak pegawai, peraturan yang terlalu 
kompleks dan kaku, kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah ada yang 
tidak bersandar pada aturan hukum, belum terwujud prosedur yang 
transparan dan akuntabilitas dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan 
pemerintah (Suradinata, 2002).
Tugas pokok Dinas Pendidikan sesuai Perda nomor 3 tahun 2008 
meliputi urusan pelayanan pendidikan yakni:
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 
bidang Pendidikan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
4. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan 
tugas dan fungsinya 
Menyimak pentingnya tugas pokok Dinas Pendidikan tersebut 
diatas, sudah jelas bahwa harus didukung oleh adanya pegawai staf 
maupun pimpinan yang professional dan berkualitas tinggi, serta memiliki 
uraian pekerjaan yang jelas dan spesifik yang bersumber dari suatu hasil 
analisis jabatan yang tepat. Dan berbicara kualitas tentu saja berkaitan 
dengan penataan kepegawaian terutama dalam menyusun formasi 
pegawai yang dapat menduduki jabatan-jabatan dalam organisasi. 
Menurut Alex S. Nitisemito (1983:32), kemampuan seorang untuk 
menduduki dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab suatu jabatan, 
jelas di dalamnya terkandung makna kemampuan yang didasari pada latar 
belakang pendidikan, kecakapan dan keterampilan yang dimilki. Oleh 
sebab itu promosi sebagai salah satu unsur pembinaan mempunyai 
peranan dan aspek penting dalam pengembangan karir pegawai.
Promosi dalam pelaksanaannya perlu bagi setiap pegawai agar apa 
yang menjadi tujuan pegawai seprti gaji, pengembangan karir, dan 
kekuasaan yang lebih besar dapat diwujudkan sekaligus dapat 
mempengaruhi semangat kerja pegawai, juga untuk menjamin 
kemampuan, tanggung jawab, wewenang dan kemajuan pegawai yang 
bersangkutan. (Dikutip dari Yenni Andriani, Pelaksanaan Promosi 
Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Departemen Agama Kabupaten Selayar, 
2007).
Promosi pegawai perlu dilaksanakan secara obyektif, karena 
terkadang  pengaruh unsur-unsur subyektif seperti nepotisme, 
penempatan dan waktu yang belum tepat sering menyertai dalam 
pelaksanaan promosi. 
Bila dikaitkan dengan peraturan  pemerintah nomor 13 Thn. 2002
tentang pengangkatan jabatan structural dan UU No 43 Thn 1999 tentang 
pokok-pokok kepegawaian pasal 17 ayat 2 tentang pengangkatan 
pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip 
profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang 
pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya 
tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, rasa tau golongan, maka 
dapat disimpulkan bahwa kompetensi diarahkan pada pengetahuan, 
keterampilan serta sikap dan perilaku pegawai itu sendiri.
Fenomena yang terjadi pada instansi-insatnsi pemerintahan Kota 
Palopo yakni terkadang pelakasanaan promosi tidak berdasarkan prinsip 
profesionalisme dan syarat obyektif yang ditetapkan . Hal ini dapat kita 
lihat paada kasus yang menimpa Kepala Kesbang dan Linmas Kota 
Palopo dimana ia menolak diangkat menjadi Kepala Badan 
Pemberdayaan Perempuan dan KB karrena ia menganggap jabatan 
tersebut tidak sesuai dengan keahlian dan latar belakang pendidikannya. 
Beliau juga mengungkapkan pejabat-pejabat yang akan dipromosikan 
tidak sesuai dengan kualitas pejabat yang bersangkutan (Fajar Online, 
Kamis 06 Januari 2011).
Melihat kasus diatas sudah jelas ada indikasi bahwa pelaksanaan 
promosi tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Terdapat 
unsur-unsur subyektif seperti nepotisme dan penempatan pegawai yang 
tidak tepat yang akhirnya akan mempengaruhi efisiensi, efektifitas dan 
semangat kerja pegawai.
Untuk itu berdasarkan kasus tersebut penulis tertarik melakukan 
penelitian dengan latar belakang masalah yang sama namun di dinas 
yang berbeda, yaitu dengan judul “PELAKSANAAN PROMOSI 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS PENDIDIKAN PALOPO”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan pada bagian 
terdahulu, maka penulis memformulasikan rumusan masalah dalam 
bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:
“Bagaimana pelaksanaan promosi Pegawai Negeri Sipil di Dinas 
Pendidikan Kota Palopo?”
C.    Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan
Mengacu pada rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka 
penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan 
promosi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kota Palopo.
2. Manfaat
a. Manfaat Akademis
Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini akan memberikan 
kontribusi kepada perkembangan ilmu adaministrasi, terutama teori dan 
konsep tentang analisis jabatan dan kompetensi manajemen sumber daya 
manusia. Juga diharapkan dapat menjadi kerangka acuan bagi peneliti 
dan penulis selanjutnya.
b. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini secara praktis akan memberikan saran bagi 
perumusan kebijaksanaan analisis jabatan peningkatan kompetensi dan 
kinerja sumber daya manusia aparatur di lingkungan instansi pemerintah 
pada umumnya dan Dinas Pendidikan Kota Palopo pada khususnya.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Analisis Jabatan
Unsur utama dalam setiap program manajemen kepegawaian 
adalah analisis jabatan dimana akan diperoleh informasi tentang segala 
sesuatu yang berkaitan dengan suatu jabatan. Analisis jabatan akan 
menghasilkan dua dokumen penting yaitu uraian jabatan dan  persyaratan 
jabatan yang nantinya akan sangat diperlukan dalam menentukan dan 
menempatkan seseorang sesuai dengan pendidikan dan pelatihan 
kepimpinan, serta kompetensi yang dimilikinya dalam suatu organisasi.
1. Pengertian Analisis Jabatan
Analisis jabatan (job analysis) yang disebut juga analisis pekerjaan 
terdiri dari dua kata yaitu job dan analysis. Job disini ada yang 
menterjemahkannya tugas dan ada juga jabatan serta pekerjaan. Analysis 
berasal dari kata to analyze yang berarti memisah-misahkan atau 
menguraikan. Jadi yang dimaksudkan dengan analisis jabatan (job 
analysis) adalah uraian jabatan/pekerjaan.
Menurut Moekijat (1992:3) yang dimaksud dengan analisis jabatan 
adalah: “suatu prosedur melalui mana fakta-fakta yang berhubungan 
dengan masing-masing jabatan diperoleh untuk dikumpulkan dan dicatat 
secara sistematis.”
Sedangkan menurut Munthe (1993:4) yang dimaksudkan dengan 
analisis jabatan adalah: “Suatu proses untuk mendapatkan dan mencatat 
fakta-fakta atau informasi suatu jabatan tertentu, informasi tersebut 
meliputi tugas-tugas, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab.” Dari 
pendapat di atas dapat penulis artikan analisis jabatan secara sistematis 
mengumpulkan, menilai dan menyusun informasi tentang jabatan-jabatan.
Hampton (dalam Moekijat 1992:4) menyatakan: “Job analysis is 
technique for investigating jobs and describing them in terms of general 
characteristics or factors such as the level of responsibility, working 
conditions, and requisite qualifications”. Artinya analisis jabatan adalah 
suatu teknik untuk mengamati jabatan-jabatan dan menguraikannya 
dipandang dari sudut cirri-ciri atau faktor-faktor umum seperti tingkat 
tanggung jawab, kondisi kerja, dan kualifikasi-kualifikasi atau kecakapan-
kecakapan yang diperlukan.
Dari keempat pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan, yang 
dimaksudkan dengan anlaisis jabatan adalah proses pengumpulan 
informasi suatu pekerjaan atau jabatan tertentu, informasi tersebut 
meliputi tugas, tanggung jawab dan kondisi kerja yang berhubungan 
dengan aspek-aspek pekerjaan dalam suatu organisasi serta kualifikasi 
pegawai untuk pekerjaan atau jabatan tersebut.
2. Prosedur Analisis Jabatan
Prosedur analsis jabatan sangat penting sekali untuk diketahui, 
karena merupakan pedoman dalam melaksankan analisis jabatan. 
Moekijat(1992:55) menyatakan prosedur analisis jabatan meliputi:
1. Perencanaan analisis jabatan.
2. Pemilihan jabatan-jabatan yang akan dianalisis.
3. Apa yang dianalisis.
4. Jenis informasi jabatan.
5. Orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan 
informasi analisis jabatan.
6. Metode analisis jabatan.
7. Siapa yang bertanggung jawab untuk menganalisis jabatan.
Dengan memperhatikan prosedur analisis jabatan diharapkan akan 
dihasilkan analisis yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat 
dipergunakan untuk perencanaan organisasi dan pegawai di dalam suatu 
instansi atau organisasi pemerintah.
3. Langkah Utama Analisis Jabatan
Proses dalam menganalisis pekerjaan melalui langkah-langkah 
analisis jabatan menurut Hasibuan adalah:
1. Menentukan penggunaan hasil informasi analisis jabatan, dimana 
penggunaan hasil jabatan dapat digunakan untuk job description,
job specification, dan job evaluation dalam pengadaan pegawai.
2. Mengumpulkan informasi tentang latar belakang, penganalisis 
harus mengumpulkan dan mengkualifikasikan data, meninjau 
informasi latar belakang seprti bagan organisasi, bagan proses dan 
uraian pekerjaan.
3. Menyeleksi muwakal jabatan yang akan dianalisis, hal ini 
digunakan untuk menghemat biaya dan waktu jika banyak 
pekerjaan yang akan dianalisis.
4. Mengumpulkan informasi analisis jabatan, penganalisis 
mengadakan analisis jabatan secara actual dengan menghimpun 
data tentang aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan yang diperlukan, 
kondisi kerja, dan syarat-syarat personel yang akan melaksanakan 
pekerjaan.
5. Meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, 
analisis jabatan menyediakan informasi tentang hakikat dan fungsi 
pekerjaan.
6. Menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, penganalisis 
pekerjaan kemudian menyusun uraian pekerjaan, uraian jabatan 
dan evaluasi pekerjaan.
7. Meramalkan/memperhitungkan perkembangan perusahaan. Untuk 
memperhitungkan kemampuan karyawan untuk masa kini dan 
masa depan supaya mereka dapat tetap melaksanakan pekerjaan.
Dengan memperhatikan langkah-langkah dalam analisis jabatan 
maka penganalisis akan memperoleh hasil yang baik.
4. Prinsip-prinsip Analisis Jabatan
Dalam menganalisis jabatan ada beberapa prinsip-prinsip yang 
perlu diperhatikan, menurut Moekijat (1992: 58) adapun prinsip-prinsip 
analisis jabatan yaitu:
1. Analisis jabatan hendaknya memberikan semua fakta yang penting 
yang ada hubungannya dengan jabatan.
2. Suatu analisis jabatan hendaknya memberikan fakta-fakta yang 
diperlukan untuk bermacam-macam tujuan.
3. Analisis jabatan hendaknya sering ditinjau kembali dan apabila 
perlu diperbaiki
4. Analisis jabatan hendaknya dapat memberikan informasi yang tepat, 
lengkap dan dapat dipercaya.
Dengan memperhatikan prinsip-prinsip analisis jabatan, diharapkan 
hasil yang diperoleh benar-benar berkualitas dan dapat dipergunakan oleh 
organisasi dalam melakukan analisis penyusunan perencanaan organisasi 
dan pegawai.  
5. Manfaat Analisis Jabatan
Analisis jabatan mempunyai manfaat atau kegunaan yang sangat 
penting bagi karyawan maupun organisasi secara menyeluruh. Menurut 
Tohardi (2002 : 115) analisis jabatan mempunyai manfaat sebagai 
berikut :
1. Pengadaan tenaga kerja
Adanya spesifikasi jabatan yang dihasilkan dari analisis jabatan dapat 
digunakan sebagai standar dalam menyeleksi calon karyawan. Dimana 
calon pelamar yang diterima adalah mereka yang sesuai dengan standar 
yang ada pada spesifikasi jabatan tersebut
2. Pelatihan
Adanya deskripsi jabatan yang dihasilkan dari analisis jabatan dapat 
memberikan informasi mengenai keterampilan atau pengetahuan apa 
yang perlu ditingkatkan pada karyawan. Dengan demikian program 
pelatihan dan pengembangan menjadi tidak sia-sia.
3. Evaluasi jabatan
Dengan adanya deskripsi jabatan yang dihasilkan dari analisis jabatan 
dapat digunakan untuk pembanding sejauh mana seseorang pekerja telah 
berhasil melaksanakan pekerjaannya.
4. Penilaian prestasi
Hampir sama dengan evaluasi jabatan, dengan adanya deskripsi 
jabatan maka dapat digunakan untuk menilai prestasi, sejauh mana tugas-
tugas yang diemban tersebut telah dilaksanakan.
5. Promosi dan transfer
Adanya deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan yang dihasilkan dari 
analisis jabatan akan memudahkan dalam proses transfer, dengan data-
data yang ada pada deskripsi jabatan dan spesifikasi, jabatan akan 
memudahkan dalam menempatkan seseorang sesuai dengan 
keterampilan, pengetahuan, bakat serta minat seseorang.
6. Pembenahan organisasi
Dengan adanya analisis jabatan dapat dilihat beberapa kekurangan 
organisasi, untuk itu dapat digunakan sebagai indikator dalam upaya-
upaya perbaikan (pembenahan) organisasi.
7. Orientasi
Adanya deskriptif jabatan dan spesifikasi jabatan yang dihasilkan dari 
analisis jabatan akan berguna untuk menjelaskan kepada pagawai baru 
dalam program orientasi. Pegawai baru akan menjadi tahu dengan pasti 
apa yang akan ia kerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, siapa 
atasannya, siapa bawahannya, apa wewenang, apa yang akan menjadi 
tanggung jawabnya dan seterusnya.
8. Memperbaiki aliran pekerjaan
Aliran kerja yang tidak efektif dan efisien perlu diperbaiki, sebagai 
landasan untuk memperbaiki aliran kerja tersebut dapat menggunakan 
deskripsi jabatan yang dihasilkandari analisis jabatan.
B. Konsep Uraian Jabatan
Informasi yang diperoleh dalam proses analisis jabatan dicatat 
dalam laporan analisis jabatan untuk kemudian diikhtisarkan dalam uraian 
jabatan. Secara ideal uraian jabatan menguraikan semua informasi yang 
diperoleh dalam analisis jabatan.
Uraian jabatan (Job Description) merupakan hasil dari analisis 
jabatan, dimana titik berat uraian jabatan adalah menguraikan apa yang 
dilakukan, menguraikan kegiatan atau fungsi. Oleh karena itu uraian 
jabatan menunjukkan isi jabatan atau isi pekerjaan.
1. Pengertian Uraian Jabatan
Menurut Wether (1982:94) uraian jabatan adalah: “A job is a written 
statement that explains the duties, working conditions, and other aspects 
of a specified job”.
Berdasarkan pendapat di atas dapat diartikan suatu uraian jabatan 
adalah suatu pernyataan tertulis yang menjelaskan kewajiban-kewajiban, 
kondisi kerja, dan aspek-aspek lain suatu jabatan tertentu.
Sedangkan menurut Marwansyah dan Mukaram (2000:28) 
deskripsi jabatan (Job Description) adalah “Dokumen yang memuat 
informasi tentang tugas-tugas, kewajiban, dan tanggung jawab suatu 
jabatan/pekerjaan’.
Dari pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa uraian 
jabatan adalah informasi yang memuat tentang tugas, tanggung jawab, 
kondisi-kondisi pekerjaan.
2. Susunan Uraian Jabatan
Uraian jabatan pada pokoknya adalah bersifat menguraikan dan 
merupakan suatu catatan mengenai fakta-fakta jabatan yang ada dengan 
tepat. Fakta-fakta atau kenyataan ini harus disusun sedemikian rupa agar 
dapat dengan mudah dipergunakan. Adapun susunan atau uraian 
pekerjaan menurut Moekijat adalah sebagai berikut:
1. Pengenalan jabatan
2. Ikhtisar jabatan.
3. Kewajiban-kewajiban yang dilakukan.
4. Pengawasan yang diberikan dan diterima.
5. Hubungannya dengan jabatan-jabatan yang lain.
6. Mesin-mesin, alat-alat, dan bahan-bahan.
7. Kondisi kerja.
8. Definisi-definisi mengenai istilah-istilah yang tidak umum.
9. Komentar-komentar yang menambah dan menjelaskan hal-hal 
tersebut.
Dengan memperhatikan susunan tersebut di atas diharapkan akan 
menghasilkan informasi yang baik tentang pekerjaan/jabatan.
3. Manfaat Uraian Jabatan
Uraian jabatan ini pertama diperguanakan sebagai dasar untuk 
penilaian jabatan. Uraian jabatan juga dikenal oleh pimpinan sebagai alat 
untuk memimpin. Dimana uaraian jabatan digunakan oleh pemimpin 
menurut Moekijat dalam hal sebagai berikut:
1. Sebagai dasar untuk penilaian jabatan.
2. Sebagai dasar untuk menentukan standar hasil kerja.
3. Sebagai alat untuk menilai hasl kerja pegawai perorangan.
4. Sebagai alat untuk menganalisis penggunaan tenaga kerja.
5. Sebagai alat management-engineering yang azasi.
Sedangkan menurut Yoder, dkk (Moekijat, 1992:107) uraian jabatan 
dapat digunakan untuk:
1. Memberikan pedoman dalam pencarian calon pegawai dan 
penyaringan.
2. Memberikan garis besar mengeai kesempatan kerja.
3. Memberikan dasar untuk program-program pelatihan.
4. Memberikan saran-saran untuk penguraian jabatan
5. Mengadakan penyederhanaan kerja.
6. Penilaian jabatan dalam administrasi upah dan gaji.
7. Membatu memperbaiki semangat kerja pegawai.
8. Merencanakan perubahan dalam organisasi dan reorganisasi.
9. Membantu memperbaiki administrasi dan pengawasan.
10.Program-program keselamatan kerja.
Dari pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa uraian 
jabatan sangat bermanfaat sekali bagi pimpinan dalam pengambilan 
keputusan, dan bermanfaat untuk penarrikan, pembinaan pegawai dan 
untuk program-program orgaisasi.
C. Konsep Persyaratan Jabatan
Persyaratan jabatan (job specification) bagian dari analisis jabatan, 
dimana persyaratan jabatan memberikan informasi tentang persyaratan 
orang-orang yang perlu untuk menduduki dan melaksanakan 
pekerjaan/jabatan
1. Pengertian Persyaratan Jabatan
Menurut Hasibuan (2001:34) yang dimaksud dengan persyaratan 
jabatan adalah: “uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa 
diterima agar dapat menjalankan satu jabatan dengan baik dan kompoten”.
Sedangkan menurut Robbins, yang dimaksud yang dimaksut 
dengan persyaratan jabatan adalah: “The job specification states the 
minimum acceptable qualifications that an incumbent must possess to 
perform given job successfully. It identifies the knowledge, skill, and 
abilities needed to do the job effectively”.
Berdasarkan pendapat diatas penulis artikan sebagai berikut 
persyaratan jabatan memberitahukan syarat-syarat minimum yang layak 
yang harus dimiliki oleh seorang pemegang jabatan untuk melaksanakan 
suatu jabatan tertentu dengan sukses. Persyaratan jabatan merumuskan 
pengetahuan, keteramplan, dan kemampuan yang diperlukan untuk 
melaksanakan jabatan secara efektif. Dari uraian dapat diambil kesimpilan 
yang dimaksud dengan persyaratan jabatan adalah persyaratan yang 
harus dimiliki seorang yang diperlukan untuk melaksanakan suatu jabatan. 
Persyaratan jbatan itu meliputi pengetahuan/pendidikan, keterampilan dan 
kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan/jabatan.
2. Susunan Persyaratan Jabatan
Persyaratan jabatan dapat merupakan bagian dari uraian jabatan 
dan dapat juga dibuat terpisah dari uraian jabatan. Apabila dibuat terpisah, 
maka persyaratan jabatan itu terdiri atas dua bagian yaitu identifikasi 
jabatan dan syarat-syarat mengenai orang yang sesuai dengan jabatan itu.
Syarat-syarat orang/pegawai yang selalu tercantum dalam 
persyaratan jabatan adalah pendidikan dan pengalaman, disamping itu 






6. Syarat-syarat badaniah khusus
7. Syarat-syarat rokhania khusus
8. Syarat-syarat perasaan khusus
Dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut akan diperoleh 
seorang pegawai yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan organisasi.
3. Manfaat Persyaratan Jabatan
Menurut Moekijat persyaratan jabatan bermanfaat sebagai dasar 
untuk:




Sedangkan menurut Simamora (2001:147) persyaratan jabatan 
dapat bermanfaat untuk seleksi pegawai dan penempatan pegawai.
Persyaratan jabatan banyak sekali kegunaan dalam suatu 
organisasi diman dapat memberikan informasi tentang persyaratan orang 
yang dapat menduduki dan menjalankan pekerjaan tersebut, serta dapat 
digunakan untuk pencarian calon pegawai, seleksi, penempatan, 
pemindahan dan kenaikan pangkat dimana didalam suatu organisasi 
penempatan dan perekrutan pegawai yang akan menempatati suatu 
jabatan sesuai dengan persyaratan jabatan yang telah di tentukan akan 
mengefektif dan mengefisienkan kinerja organisi tesebut.
D. Konsep Promosi
1. Pengertian Promosi
Untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan pegawai yang 
mempunyai rasa tanggung jawab, keterampilam dan kemampuan untuk 
melaksanakan kewajiban serta pekerjaannya dengan baik dan efisien. 
Untuk memperoleh pegawai demikian, diperlukan adanya suatu ketentuan 
yang mengatur kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan pegawai yang 
dilaksanakan berdasarkan suatu system kepegawaian obyektif, yaitu 
sistem karier dan system prestasi kerja.
Kedudukan seorang pegawai pada umumnya ditentukan dalam 
surat keputusan pimpinan organisasi atau instansi tentang 
pengangkatannya, baik yang menyangkut tingkat jabatan atau kedudukan, 
maupun tingkat sistem upah yang berlaku baginya. Sedangkan kewajiban 
dan hak pegawai merupakan dua hal yang timbul karena jabatan itu dan 
keduanya harus seimbang, yang satu tidak boleh diutamakan dari yang 
lainnya.
Pelaksanaan promosi dimaksudkan untuk memberikan peluang 
terhadap setiap pegawai agar tujuan hidupnya akan lebih baik. Agar dapat 
menghasilkan pegawai yang bermutu tinggi dan dapat diandalkan promosi 
yang dilaksanakan haruslah berdasarkan atau berpedoman pada 
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan berdasarkan standar-
standar dan kriteria-kriteria tertentu. Siagian (2002:35) mengemukakan 
bahwa banyak organisasi yang menempuh cara promosi karena dilandasi 
dilandasi tiga pertimbangan yakni:
 Sebagai penghargaan atas jasa-jasa seseorang paling sedikit 
dari segi loyalitas kepada oragnisasi.
o Penilaian biasanya bersifat obyektif karena cukup dengan 
membandingkan masa kerja orang-orang tertentu yang 
dipertimbangkan untuk dipromosikan.
o Mendorong organisasi mengembangkan para pegawainya 
karena pegawai yang peling lama berkarya akhirnya akan 
mendapatkan promosi.
Berbagai pengertian tentang promosi antara lain dikemukakan oleh 
Nitisemito (1983:26): “promosi adalah proses kegiatan pemindahan 
karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi dari jabatan 
sebelumnya”.
Selanjutnya pendapat tentang promosi yang dikemukakan oleh 
Sikula (2002:108): “secara teknik promosi adalah suatu posisi ke posisi 
yang lainnya yang melibatkan baik peningkatan upah maupun status”. 
Sedangkan pengertian promosi yang dikemukakan oleh Wursanto 
(1989:68): “Promosi adalah  perubahan jabatan baru dari jabatan semula 
ke jabatan yang tinggi yang mengandung tanggung jawab dan kekuasaan 
yang lebih besar kadang-kadang diikuti dengan kenaikan pangkat”. 
Siswanto (2001:257) kemudian juga mengemukakan promosi sebagai 
berikut : “Proses perubahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dalam 
hierarki wewenang dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada 
tenaga kerja pada waktu yang sebelumnya”.
Dari beberapa pengertian di atas jelas bahwa promosi pada 
hakekatnya adalah kenaikan tingkat jabatan seorang pegawai ke sesuatu 
jenjang jabatan tinggi nilai atau derajatnya dari tugas atau jabatan 
terdahulu, dan biasanya diikuti dengan kenaikan penghasilan. Berarti yang 
telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya mempunyai hak untuk 
memperoleh imbalan dari pihak pimpinan pada suatu organisasi atau 
instansi, antara lain dalam bentuk kenaikan pangkat, penghargaan atau 
yang lainnya. 
Promosi  perlu dilaksanakan untuk menjamin dan memelihara 
kestabilan jalannya organisasi juga untuk mengurangi rasa jenuh atau 
kebosanan karena terlalu lama memegang suatu jabatan tertentu. Dalam 
kaitan inilah, maka dalam instansi atau organisasi selalu diupayakan 
mengarah pada pengembangan managerial pada semua tingkatan. 
Kesempatan promosi dalam suatu organisasi dapat terjadi karena adanya 
lowongan, baik lowongan dari jabatan maupun dari segi kepangkatan. 
Lowongan dari segi kepangkatan timbul dalam sistem kepegawaian yang 
menggunakan system pengurutan kepangkatan, misalnya di lingkungan 
pegawai negeri sipil, sedangkan lowongan dari segi jabatan timbul dalam 
system kepegawaian yang menggunakan system klasifikasi  jabatan atau 
pekerjaan ini banayak dianut dalam lingkungan perusahaan. Namun 
demikian di lingkungan organisasi pemerintah juga, terdapat lowongan 
dari segi jabatan baik secara struktural maupun non struktural.
Dengan demikian kesempatan mendapatkan promosi bagi pegawai 
dapat tercipta karena adanya lowongan tersebut di atas yang timbul 
karena adanya, beberapa alasan, yaitu:
 Karena adanaya tambahan volume kerja, yang mengakibatkan 
penambahan tenaga kerja.
 Adanaya perluasan organisasi sebagai akibat dari pertambahan 
volume kerja.
 Pemberhentian karena berbagai alasan (pensiun, meninggal 
dunia, pindah kerja, dan lain-lain)
 Perubahan susunan kepangkatan.
Terhadap beberapa jenis lowongan seperti di atas dapat diadakan 
perencanaan atau program-program promosi yang baik akan sangat 
menguntungkan tidak hanya bagi pegawai tetapi juga bagi instansi.
2. Tujuan Promosi
Tinjauan dari segi terminologi promosi dapat diartikan sebagai 
kenaikan kedudukan atau pangkat. Menurut pengertian sehari-hari 
umumnya kata promosi berarti sebagai kenaikan pangkat atau jabatan 
dalam susunan pangkat dan jabatan yang telah ditentukan, baik dalam 
dinas atau instansi pemerintah maupun swasta.
Jadi yang dimaksud dengan promosi adalah perubahan penugasan 
dari suatu pekerjaan yang tingkatannya lebih tinggi dari jabatan semula 
dalam organisasi. Promosi merupakan titik tolak dari kemajuan seseorang 
dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, sehingga hal ini merupakan 
salah satu masalah dari setiap pimpinan pada suatu instansi yang harus 
dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap promosi 
merupakan motivasi, dan harus mampu membuktikan kecakapan, 
kemampuan, dan prestasi kerjanya, di samping itu kemampuan dan 
prestasi kerja harus menunjukkan tanda-tanda bahwa pegawai tersebut 
sanggup memegang jabatan yang lebih tinggi yang kelak akan 
didudukinya. Untuk mengejar kedudukan tersebut, maka para pegawai 
sering bersaing dalam mengejar prestasi dan kemampuan kerja yang 
tinggi terhadap instansi.
Dengan memperhatikan rumusan di atas maka dapatlah ditarik 
kesimpulan bahwa kegiatan promosi pada suatu instansi sangatlah 
penting artinya, hal ini disebabkan karena:
 Promosi bertujuan untuk menjamin stabilitas kepegawaian yaitu 
dengan adanya promosi akan mengurangi permintaan untuk 
pindah kerja, sehingga dengan demikian proses pekerjaan dalam 
suatu instansi dapat berjalan dengan lancar. Tidak adanya 
stabilitas berarti selalu  diadakan penarikan, untuk memilih 
pegawai baru sesuai dengan jabatan yang lowong untuk 
menghindari ketidakstabilan tersebut, maka pimpinan perlu 
memperhatikan kebutuhan-kebutuhan baik kebutuhan material 
maupun non material. Salah satu cara untuk menjamin stabilitas 
tersebut adalah dengan mempromosikan pegawai-pegawai yang 
memperlihatkan prestasi kerjanya dengan baik serta telah 
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Pemberian promosi 
pada pegawai haruslah dilakukan dengan penilaian yang obyektif.
 Promosi itu bertujuan untuk mempertinggi semangat kerja bagi 
pegawai. Karena dengan adanya promosi akan merangsang 
pegawai lainnya untuk berusaha mempertinggi daya dan semangat 
kerja serta kecakapannya yang akan menjadi pertimbangan untuk 
promosi selanjutnya.
 Promosi bertujuan untuk memajukan pegawai sesuai dengan 
kecakapannya. Karena dengan pemberian promosi itu akan 
memberikan tanggung jawab yang lebih besar dari jabatan yang 
diduduki sebelumnya. Dengan demikian akan dapat memberikan 
dorongan untuk mengembangkan kecakapan serta menambah 
kemajuan yang dicapai oleh pegawai dalam menjalankan tugas 
dan kewajibannya. Selain dapat memberi kepuasan bagi yang 
bersangkutan, instansi juga dapat merasakan hasil-hasil yang 
diperoleh dari pegawai.
Sebagaimana dalam manajemen kepegawaian yang mana 
disebutkan dalam pasal 12 UU 43 Tahun 1999 bahwa tujuan dari 
manajemen kepegawaian adalah (1) Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan 
pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna; (2) Untuk 
mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlukan Pegawai Negeri Sipil 
yang professional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan 
yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir 
yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.
3. Syarat-syarat Promosi
Dalam rangka pelaksanaan promosi terlebih dahulu harus 
ditetapkan kriteria-kriterianya. Perlu diketahui bahwa suatu jabatan yang 
berlainan kriteria yang diperlukan tidak selalu sama, meskipun hal itu 
untuk jabatan yang sejenis. Menurut Alex S. Nitisemito(1998;82) ada
beberapa kriteria  yang perlu dipertimbangkan dalam rangka pelaksanaan 
promosi antara lain:
a. Pengalaman
Banyaknya pengalaman seorang pegawai  atau pegawai seringkali 
dipakai sebagai salah satu syarat untuk promosi sebab dengan 
pengalaman yang lebih banyak diharapkan kemampuan yang tinggi, 
ide yang lebih banyak dan sebagainya.
b. Tingkat Pendidikan
Ada juga perusahaan/instansi pemerintah yang mensyaratkan 
minimal pendidikan untuk dapat dipromosikan pada jabatan tertentu. 
Alasannya bahwa dengan pendidikan yang lebih tinggi dapat 
diharapkan pemikiran yang lebih baik.
c. Loyalitas
Biasa disebut kesetiaan pada perusahaan/instansi tempat bekerja 
seringkali dipakai sebagai syarat untuk promosi. Hal ini disebabkan 
dengan loyalitas yang tinggi dapat diharapkan antara lain tanggung 
jawab yang lebih besar.
d. Tanggung jawab
Seringkali perusahaan/instansi memerlukan tanggung jawab yang 
cukup besar sehingga tanggung jawab merupakan syarat utama 
untuk promosi.
e. Kepandaian bergaul
Untuk promosi jabatan tertentu mungkin diperlukan kepandaian 
bergaul sehingga persyaratan bergaul dengan orang lain perlu 
dicantumkan untuk promosi tertentu.
f. Kejujuran
Untuk jabatan-jabatan tertentu mungkin masalah kejujuran 
merupakan syarat promosi yang penting
g. Prestasi kerja
Pada umumnya organisasi atau instansi lembaga ataupun 
perusahaan selalu mencantumkan syarat-syarat prestasi kerja 
untuk promosi. Hal ini dapat dilihat dari catatan-catatan prestasi 
yang telah dicapai.
h. Inisiatif dan kreatif
Untuk promosi tertentu mungkin syarat tingkat inisiatif dan kreatif 
harus diperhatikan
Selain syarat tersebut diatas juga haruslah diperhatikan tentang 
daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) serta evaluasi yang harus 
dilakukan secara rutin, lengkap dan obyektif serta tidak terlepas dari faktor 
senioritas karena hal itu dapat berperan dalam pelaksanaan promosi. 
Dalam pasal 20 UU/Nomor 43 tahun 1999 menyebutkan bahwa untuk 
menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam 
jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja.
Penilaian yang dilakukan rutin, berarti evaluasi yang dimulai sejak 
pegawai itu diterima bekerja. Evaluasi yang dilakukan secara terus-
menerus akan dapat memberikan gambaran yang seharusnya. Penilaian 
ini akan menimbulkan rasa puas di kalangan pegawai, karena hasil 
kerjanya dapat diketahui serta kelemahan-kelemahan dan kekurangannya 
dapat diperbaiki. Di samping itu nilai baik dari hasil pekerjaan dapat 
dipertahankan atau ditingkatkan. Sedangkan penilaian secara lengkap 
bararti evaluasi yang dilakukan terhadap semua hal yang telah 
diisyaratkan untuk mendapatkan promosi. Evaluasi ini dimulai dari tingkat 
dan jenis pendidikan, keahlian, kejujuran, tanggung jawab, kondisi, 
penampilan, kemampuan manajemen, administrasi, kondisi serta 
senioritas.
Secara umum kegunaan atau manfaat dari penilaian pelaksanaan 
pekerjaan adalah sebagai berikut:
1. Untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang salah oleh para 
pegawai, sebagai masukan bagi para pimpinan dalam membantu 
dan mengarahkan pegawai dalam memperbaiki pelaksanaan 
pekerjaannya di masa depan.
2. Untuk melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan kegiatan 
manajemen SDM lainnya seperti:
1) Menyelaraskan upah/gaji atau intensif lainnya bagi para 
pegawai yang berprestasi dalam bekerja.
2) Memperbaiki kegiatan penempatan, promosi, pindah dan 
demosi jabatan sesuai dengan prestasi atau kegagalan pegawai 
yang dinilai.
3) Membantu memperbaiki kegiatan pelatihan, baik dalam 
menyusun kurikulumnya maupun memilih pegawai yang akan 
diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan.
4) Memberikan informasi bagi pegawai dalam menyusun 
perencanaan karier.
5) Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dapat digunakan untuk 
mendiagnosa atau mengidentifikasi masalah-masalah
organisasi non profit yang harus dicarikan cara 
penyelesaiaannya.
Dengan adanya beberapa hal yang terkait dalam pelaksanaan 
promosi seperti yang diuraikan di atas apabila dilaksanakan secara 
keseluruhan, maka akan menjamin produktifitas organisasi
4. Jenis-jenis Promosi
Menurut Hasibuan, Promosi ada beberapa jenis antara lain:
1. Promosi Sementara (temporary promotion)
Seorang karyawan dinaikkan jabatannya untuk sementara karena 
adanya jabatan yang lowong yang harus diisi, seperti jabatan 
dekan. 
2. Promosi Tetap (permanent promotion)
Seorang karyawan dipromosikan dari suatu jabatan ke jabatan 
yang lebih tinggi karena karyawan tersebut telah memenuhi syarat 
untuk dipromosikan. Sifat promosi ini adalah tetap. Misalnya 
seorang dosen dipromosikan menjadi dekan, wewenang, tanggung 
jawabnya akan naik.
3. Promosi Kecil (small scale promotion)
Menaikkan jabatan seorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit 
dipindahkan ke jabatan yang sulit yang meminta keterampilan 
tertentu, tetapi tidak disertai dengan kenaikan gaji atau upah.
4. Promosi kering (dry promotion)
Semua karyawan dinaikkan jabatannya ke jabatan yang lebih tinggi 
disertai dengan peningkatan pangkat, wewenang, dan tanggung 
jawab tetapi tidak disertai dengan kenaikan gaji atau upah.
5. Prosedur Pelaksanaan Promosi
Peran promosi sebagai suatu motivasi penting sekali dan berperan 
vital untuk memprediksi mutu penyeliaan suatu perusahaan. Meskipun 
banyak yang dapat dilakukan untuk membina bakat yang ada usaha 
mewujudkannya memang agak mubazir. Oleh karena itu, harus dianalisis 
berbagai cara bagaimana promosi tenaga kerja dapat dilaksanakan dalam 
perusahaan.
Menurut siswanto (2003:263) prosedur promosi terbagi tiga, antara lain:
1. Promosi dari dalam
Hampir merupakan suatu tradisi untuk mencari calon yang akan 
menduduki jabatan manajer pada suatu hierarki perusahaan 
diantara jajaran tenaga kerja yang ada merupakan kebiasaan 
umum yang tampaknya hamper membudaya. Setiap perusahaan 
seolah-olah  mengikuti konsep tersebut, dan kebanyakan mereka 
berusaha menggunakannya dengan kesungguhan. Sebenarnya 
praktek ini sebagimana aktivitas lainnya memiliki kebaikan dan 
kelemahan
a. Kebaikan
i. Moral kerja cenderung menurun apabila tenaga kerja dari 
luar masuk ke tingkat permulaan. Oleh karena itu, 
perusahaan yang menganut kebijakan promosi dari dalam 
menghindari masalah itu.
ii. Perekrutan pada tingkat permulaan dibantu oleh 
kemampuan perusahaan menunjuk orang-orang yang telah 
menaiki jenjang karir sejak pertam kali masuk. Hal ini 
menarik pelamar lebih banyak dan lebih berkualitas, yang 
memungkinkan perusahaan menagmbil tenaga kerja yang 
terbaik dari tenaga kerja yang ada.
iii. Sudah barang tentu pergantian tenaga kerja cepat atau 
lambat akan terjadi. Untuk itu, kesempatan seseorang 
dipromosikan akan sangat baik dan ia tidak perlu cemas 
terhadap kompetisi dari luar untuk mendapatkan kedudukan 
yang tinggi.
b. Kelemahan
i. Disiplin kerja cenderung lemah (misalnya praktek-praktek 
kewibawaan yang tidak tegas) apabila para penyelia diminta 
untuk mengendalikan tindakan-tindakan teman 
lama.meskipun hubungan kerja mungkin menyenangkan, 
namun prosedur untuk menaati pedoman normative yang 
sudah diteapkan mungkin akan dilaksanakan dengan 
kurang meyakinkan.
ii. Perekrutan tenaga kerja diatas tingkat permulaan, mungkin 
akan mengurangi kesukaran karena rasa takut pihak calon 
bahwa mereka akan bersaing secara tak seimbang untuk 
mendapatkan promosi dengan para tenaga kerja yang telah 
memulai karir mereka di instansi atau perusahaan.
iii. Hubungan akrab yang sudah lama terjalin cenderung 
menghasilkan consensus apakah pekerjaan harus atau 
tidak harus dikerjakan. Kelompok cenderung berpegang 
teguh paada apa yang telah lazim dan menentang 
pembaruan. Hal ini secara ekonomis akan sangat mahal 
apabila terjadi perubahan teknologis yang cepat atau 
tekanan ekonomis.
2. Promosi melalui pencalonan
Pencalonan oleh manajemen adalah proses penunjang guna 
mengajukan bawahan tertentu untuk dipromosikan. Tidak dapat 
disangsikan bahwa prosedur ini tidak sistematis dan mudah keliru, 
tetapi bagaimanapun juga proses inilah yang paling luas digunakan 
dalam perusahaan untuk menyelidiki tenaga kerja yang akan 
dipromosikan.
Pencalonan dalam promosi diliputi oleh mitologi. Cerita lama 
yang sering dibicarakan shingga kekalahannya hanya dapat 
dihubungkan dengan kebutuhan untuk mempercayainya. Bahwa 
manajemen lini sebagai manajer, dianugerahi kemampuan untuk 
menentukan potensi seorang nonmanajer bagi manajemen. 
Kenyataan menunjukkan bahwa sebagaian besar manajer sama 
tidak tahunya tentang potensi para tenaga kerja seperti orang lain. 
Artinya, mereka hanya tahu tentang apa yang mereka sukai dan 
tidak mereka sukai, tidak lebih dari itu.
Suatu versi yang agak lebih canggih tentang cerita yang 
sama adalah karena manajer berada dalam kedudukan yang 
terbaik untuk mengenali pekerjaan bawahan mereka, apakah 
memenuhi syarat untuk menilai implikasi pekerjaan tersebut bagi 
promosi. Dasar pemikiran tersebut sebagian besar tetap, tetapi 
konklusinya kurang logis. Memilki informan saja bukanlah jaminan 
orang dapat membedakan yang relevan dan yang tidak relevan.
3. Promosi melalui proses seleksi
Prosedur yang lain yang ditempuh dalam rangka promosi 
tenaga kerja adalah melalui proses seleksi. Biasanya proses 
seleksi bagi instansi atau perusahaan besar menggunakan 
berbagai jenis ujian psikologis untuk tujuan ini para calon yang 
akan dipromosikan dihimpun lalu dipilih sesuai dengan kualifikasi 
yang telah ditetapkan. Cara ini sebenarnya kurang mendapatkan 
tanggapan positif dari para tenaga kerja karena prosedur dianggap 
terlalu berbelit-belit yang harus dilalui oleh seseorang yang akan 
dipromosikan, dan belum tentu peserta seleksi akan lulus. 
Akibatnya, banyak waktu dan tenaga yang terbuang sia-sia.
Dengan adanya prosedur pelaksanaan promosi yang 
digunakan, diharapkan dalam proses promosi dapat berjalan lancar, 
teratur dan terencana. Sehingga semakin bertambah kemampuan 
dan pengetahuannya, meningkatkan semangat, kegairahan kerja 
serta tnaggung jawab. Adanya kesempatan promosi mampu 
membangkitkan kemampuan untuk maju pegawai itu sendiri dan 
mendatangkan keuntungan dalam organisasi.
6. Efek Samping Dalam Pelaksanaan Promosi
Dalam pelaksanaan promosi terkadang terdapat beberapa efek 
samping yang akan berpengaruh buruk, baik kepada pegawai maupun 
bagi instansi. Alex S. Nitisemito (1996:88) mengemukakan beberapa efek 
samping yang mungkin timbul dalam promosi, antara lain sebagai berikut:
1. Kesalahan dalam promosi
Meskipun kita sudah mengusahakan ketentuan yang tegas dan 
jelas tentang syarat-syarat promosi dan berusaha melaksanakan 
dengan sebaik-baiknya. Kekeliruan bisa saja terjadi. Faktor-faktor 
subjektif dalam penilaian siapa yang perlu dipromosikan sering 
terjadi, apalagi calon-calon yang akan dipromosikan tersebut 
pandai mendekati atasannya. Disini pertimbangan bakat dan 
kemampuan dapat terkalahkan
2. Rasa iri hati
Meskipun perusahaan atau instansi telah melaksanakan promosi 
dengan objektif, kemungkinan hal ini tetap dirasakan oleh pegawai 
lain yang belum mendapatkan kesempatan sebagai tindakan yang 
tidak atau kurang objektif. Hal ini sudah tentu akan menimbulkan 
rasa iri dengan segala akibatnya.
3. Pelaksanaan promosi yang dipaksakan
Mungkin pegawai yang dipilih untuk dipromosikan merupakan yang 
paling tepat, meskipun demikian mungkin pegawai tersebut belum 
dapat memenuhi syarat-syarat minimal untuk promosi. Hal ini dapat 
menyebabkan tugas-tugas dan pekerjaan yang dibebankan kurang 
berhasil.
Efek-efek dari dari promosi jabatan seperti disebutkan di atas masih 
sebagian saja, masih terdapat efek-efek yang lain yang mungkin terjadi 
bila promosi tidak dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan proporsi. 
Yang terpenting adalah dengan mengetahui efek-efek samping samping 
tersebut kita dapat mencegahnya atau setidak-tidaknya perusahaan dapat 
menghindarinya.
Bagi perusahaan, pencegahan terhadap efek-efek samping dari 
promosi jabatan merupakan hal yang sangat penting karena kesalahan-
kesalahan dalam peaksanaan promosi jabatan dapat menimbulkan 
dampak lanjutan yang lebih parah daripada sebelum promosi 
dilaksanakan. 
E. Pengertian Pegawai
Meskipun istilah pegawai sudah sering kita dengar dalam 
kehidupan sehari-hari namun rupanya memiliki pengertian yang berbeda-
beda dari para ahli. Karena itu perlu pula dijelaskan apa pengertian 
pegawai itu sendiri. Menurut Musanef (1982 : 5), secara singkat pegawai 
adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa 
berupa gaji dan tunjangan lain dari pemerintah atau badan usaha swasta. 
Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa pegawai adalah mereka yang secara 
langsung digerakkan oleh manajer untuk bertindak sebagai pelaksana 
yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-
karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang 
telah ditetapkan.
Pengertian pegawai negeri, menurut Lembaga Administrasi Negara 
(LAN) yaitu mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan 
dalam peraturan perundangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang 
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi 
tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan 
perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku (LAN, 1997).
Selanjutnya di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 43 
Tahun 1999 ditegaskan bahwa pegawai negeri terdiri dari : 
“Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik 
Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas 
Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku”
Dalam pasal 2 dinyatakan bahwa pegawai terdiri atas:
(1) Pegawai Negeri Sipil
(2) Anggota Tentara Nasional Indonesia
(3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Khusus pegawai negeri sipil dibedakan lagi menjadi:
(a) Pegawai Negeri Sipil Pusat
(b) Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Manullang & Manullang (2001) mengemukakan bahwa pegawai 
atau personel mengandung arti keseluruhan orang-orang yang bekerja 
pada suatu organisasi. Dalam penelitian ini, pengertian pegawai yang 
dimaksudkan adalah orang yang bekerja pada Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tenggara yang berstatus pegawai negeri 
atau pegawai organik.
F. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Berbagai fenomena kehidupan dalam segala dimensi, baik social, 
buday a ekonomi, maupun politik yang terjadi di sekitar kita menunjukkan 
gambaran yang semakin jelas bahwa sesungguhnya apa yang kita miliki 
akhirnya akan menjadi tidak berarti apabila kita tidak mampu 
memanfaatkannya. Hal ini bermula dari persoalan rendahnya kualitas 
SDM.
Tinggi rendahnya kualitas SDM antara lain ditandai dengan adanya 
unsur kreatifitas dan produktifitas yang direalisasikan dengan hasil kerja 
atau kinerja yang baik secara perorangan atau kelompok. Permasalahan 
ini akan dapat diatasi apabila SDM mampu menampilkan hasil kerja 
produktif secara rasional dan memiliki pengetahuan, keterampilan dan 
kemampuan yang umumnya dapat diperoleh melalui pendidikan. Dengan 
demikian pendidikan merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan 
kualitas SDM.
Sanusi (1998;7) mengemukakan bahwa: Jika abad silam disebut 
kualitas produk/jasa maka masa yang akan dating merupakan abad 
kualitas SDM. SDM yang berkualitas dan pengembangan kualitas SDM 
bukan lagi merupakan isu atau tema-tema teoritik, melainkan merupakan 
taruhan atau andalan serta ujian setiap individu, kelompok, golongan 
masyarakat, dan bahkan setiap bangsa.
Pengambangan SDM adalah proses sepanjang hayat yang meliputi 
berbagai bidang kehidupan, terutama dilakukan melalui pendidikan. Jika 
dilihat dari sudut pandang ekonomi, peningkatan kualitas SDM lebih 
ditekankan pada penguasaan pengetahuaan, keterampilan, dan teknologi 
yang dibutuhkan oleh dunia kerja dalam upaya peningkatan efisiensi dan 
efektifitas proses produksi dan mempertahankan keseimbangan ekonomi.
Sehubungan dengan pengembangan SDM untuk peningkatan 
kualitas, Kartadinata (1997;6) mengemukakan bahwa: Pengembangan 
SDM berkualitas adalah proses konsektual, sehingga pengembangan 
SDM melalui upaya pendidikan bukanlah sebatas menyiapkan manusia 
yang menguasai pengetahuan dan keterampilan yang cocok dengan 
dunia kerja pada saat ini, melainkan juga manusia yang mampu, mau dan 
siap belajar sepanjang hayat.
Program peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan akan 
member manfaat pada organisasi berupa produktifitas, moral, efisiensi, 
efektifitas dan stabilitas organisasi dalam mengantisipasi lingkungan, baik 
dari dalam maupun ke luar organisasi yang selalu berubah mengikuti 
perkembangan zaman.
Perencanaan SDM yang berkualitas, dalam Malaysia’s 2020 (1995). 
Sebagaimana yang dikutip Kartadinata (1997; 7) mengemukakan: 
Beberapa kecendrungan yang terjadi dlam masyarakat global yang perlu 
menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kualitas SDM. 
Kecendrungan tersebut adalah: (1) dibandingkan dengan dasawarsa 
1970-an dan 1980-an, tiga dasawarsa mendatang diperkirakan akan 
terjadi eksplosi yang hebat terutama yang menyangkut teknologi informasi 
dan bioteknologi. Dalam konteks peningkatan kualitas SDM, implikasi 
yang dapat diangkat adalah para ilmuwan harus bekerja dalam 
pendekatan multidisipliner dan adanya program pendidikan berkelanjutan 
(S2/S3), dan (2) eksplosi teknologi komunikasi yang semakin canggih 
dapat mempersingkat jarak dan mempercepat perjalanan. Hal ini akan 
membuat bangsa yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang 
relevan dan menguasai teknologi baru secara substantive mampu 
meningkatkan produktivitasnya.
Titik tolak pemikiran mengenai orientasi pendidikan nasional adalah 
(1) mencerdaskan kehidupan bangsa, (2) mempersiapkan SDM yang 
berkualitas, terampil, dan ahli yang diperlukan dlam proses memasuki era 
globalisasi dan otonomi daerah dan (3) membina dan mengembang kan 
penguasaan berbagai cabang keahlian ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Dalam membicarakan peningkatan kualitas SDM dewasa ini, ada dua sisi 
yang perlu dilihat secara lebih spesifik, yaitu peningkatan kualitas SDM di 
era globalisasi dan peningkatan kualitas SDM di era otonomi daerah.
G. Kerangka Konseptual
Promosi pegawai akan dilakukan melalui BKD (Badan 
Kepegawaian Daerah) yang telah disetujui oleh instansi yang 
bersangkutan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Palopo dengan melihat 
kriteria-kriteria yang telah ditetapkan seperti pengalaman, pendidikan dan 
prestasi kerja. Semua kriteria tersebut haruslah dipenuhi oleh pegawai 
yang hendak di promosikan, apabila salah satu dari kriteria tersebut tidak 
terpenuhi maka promosi tidak dapat dilaksanakan.  Sebagai mana terlihat 
dalam kerangka konseptual dibawah ini:














Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendidikan Kota Palopo 
dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Dinas Pendidikan Kota Palopo merupakan komponen pemerintah 
daerah, yang memiliki posisi strategis dalam memberikan pelayanan 
pendidikan kepada masyarakat yang dihadapkan pada tuntutan-
tuntutan dari masyarakat akan pelayanan yang berkualitas efisien dan 
efektif.
2. Dinas Pendidikan Kota Palopo sebagai pelayan terdepan bagi kegiatan 
pengelolaan pendidikan di Kota Palopo memerlukan pembinaan dan 
pengembangan struktur kepegawaiannya.
B.  Jenis Dan Desain Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 
menggunakan pendekatan survey yang berarti berupaya  
menggambarkan secara umum tentang masalah-masalah yang diteliti, 
yaitu tentang pelaksanaan promosi pegawai negeri sipil di Dinas 
Pendidikan Kota Palopo.
C. Informan
Untuk mendapatkan informasi lebih akurat maka penyusun 
melakukan wawancara kepada informan yang terdiri atas: 
1. Kadis Pendidikan
2. Kepala Sekretariat
3. Kepala Bidang TK dan SD
4. Kepala Bidang Pendidikan Menegah
5. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah
6. Kepala Bidang Perencanaan dan Program
7. Pegawai/ staff 
D. Jenis dan Sumber Data
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara 
yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap 
berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya 
di lapangan.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari 
literatur dan dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi 
atau perusahaan dengan permasalahan di lapangan yang terdapat 
pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan 
laporan-laporan penelitian.
E. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada 
beberapa orang informan yang dianggap layak memberikan data dan 
informasi tentang masalah yang diteliti. 
2. Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara 
melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian.
F.  Teknik Analisis Data
Untuk menjawab rumusan masalah tentang faktor-faktor apa yang 
mempengaruhi kebijakan promosi pegawai di Dinas Pendidikan Kota 
Palopo, data-data yang diperoleh dari hasil wawancara selanjutnya diolah 
dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.
G.  Fokus Penelitian
Untuk lebih mengetahui arah dari penelitian ini maka akan 
diberikan gambaran melalui penguraian beberapa variabel penelitian yang 
disertai dengan sub variabel dan indikator-indikatornya serta faktor-faktor 
yang mempengaruhipelaksanaan sebagai berikut:
a. Promosi adalah kenaikan tingkat jabatan seorang pegawai ke sesuatu 
jenjang jabatan tinggi nilai atau derajatnya dari tugas atau jabatan 
terdahulu, dan biasanya diikuti dengan kenaikan penghasilan.
b. Syarat-syarat promosi adalah merupakan hal-hal atau ketetapan yang 
harus dipenuhi oleh seorang pegawai negeri sebelum ia dipromosikan, 
sub variablenya adalah:
- Pengalaman adalah tolak ukur dari masa kerja pegawai 
dipakai sebagai syarat promosi karena dengan pengalaman 
yang lebih banyak diharapkan kemampuan yang tinggi, ide 
yang lebih banayk dan sebagainya.
- Pendidikan adalah faktor yang sangat berpengaruh pada 
potensi kerja pegawai. Dipakai sebagai syarat promosi 
alasannya bahwa dengan pendidikan yang dimiliki diharapkan 
pemikiran yang lebih baik.
- Prestasi Kerja, Prestasi kerja menjadi dasar penting dalam 
melaksanakan promosi karena dengan pretasi kerja berarti ada 
kemampuan untuk menjalankan suatu jabatan atau tugas baru 
yang dibebankan oleh instansi organisasi.
BAB IV
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Sejarah Dinas Pendidikan Kota Palopo
Dinas Pendidikan Kota Palopo seperti yang kita kenal sekarang ini 
pada awal berdirinya tahun 2004, kemudian penyebutan Kantor 
Departemen Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kota Palopo berubah 
menjadi Kantor Depdiknas Kota Palopo untuk menyesuaikan dengan 
nomenklatur baru Departemen Pendidikan dan Pemuda Olahraga menjadi 
Dinas Pendidikan Kota Palopo.
2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Palopo
Dinas Pendidikan Kota Palopo merupakan komponen pemerintah 
daerah yang memiliki posisi strategis dalam memberikan pelayanan 
pendidikan kepada masyarakat yang senantiasa diperhadapkan pada 
tuntutan-tuntutan dari masyarakat akan pelayanan yang berkualitas efisien 
dan efektif.
Kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan sedapat mungkin 
diberikan perhatian khusus guna memberikan pelayanan yang terbaik 
kepada masyarakat. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka 
ditetapkanlah visi Dinas Pendidikan Kota Palopo sebagai berikut:
“Menjadikan Kota Palopo sebagai Kota Tujuan Pendidikan yang 
berkualitas berlandaskan Imtaq, yang mampu bersaing secara 
global dan tetap berpijak pada budaya bangsa”.
Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan beberapa misi yaitu:
1. Mengupayakan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang 
berkualitas bagi seluruh warga masyarakat.
2. Memberdayakan Lembaga Pendidikan Pusat pengembangan Sumber 
Daya Manusia.
3. Menyelenggarakan Pembelajaran yang berkualitas pada semua jenjang 
dan jenis satuan pendidikan serta menyelenggarakan pendidikan 
berdasarkan prinsip otonomi.
4. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas tenaga Kependidikan yang 
mendukung peningkatan mutu pendidikan.
5. Meningkatkan pembinaan pemuda kreatif dan olahraga prestasi dan 
rekreasi.
3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural di Lingkungan 
Dinas Pendidikan Kota Palopo
Berdasarkan PP No 41 Tahun 2008, pemerintah kota Palopo 
menindaklanjuti dengan mengeluarkan peraturan organisasi. Untuk 
struktur organisasi dinas pendidikan kota Palopo telah diatur melalui 
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok 
dan Fungsi Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota 
Palopo Utara ditetapkan dengan susunan sebagai berikut:
1) Kepala Dinas
2) Sekretariat
3) Bidang Pendidikan TK dan SD
4) Bidang Pendidikan Menengah
5) Bidang Pendidikan Luar Sekolah
6) Bidang Perencanaan Program
7) Kelompok Jabatan Fungsional
Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Walikota dalam 
melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang 
Pendidikan.
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pendidikan 
mempunyai fungsi:
 Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan
 Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas 
Kabupaten/Kota
 Pembinaan teknis di bidang pendidikan
 Pembinaan teknis bidang pendidikan nonformal dan informal
 Pembinaan Unit Pelaksana Teknis dinas
 Pelaksanaan urusan secretariat dinas
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan 
mempunyai kewenangan sebagai berikut:
1. Kebijakan
- Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten/kota 
sesuai dengan kebijakan nasional
- Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program 
pendidikan antar kabupaten/kota
- Perencanaan strategis pendidikan anak usia dini, pendidikan 
dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dan 
informal sesuai dengan perencanaan strategis pendidikan 
nasional
- Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan 
ditingkat kabupaten.
- Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, 
pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas 
penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota untuk tingkat 
pendidikan dasar dan menengah
- Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satu pendidikan 
dan/atau program studi bertaraf internasional pada jenjang 
pendidikan dasar dan menengah.
- Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan 
perguruan tinggi.
- Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan bertaraf 
internasional.
- Peremajaan data dalam system informasi manajemen 
pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten.
2. Pembiayaan
- Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan 
bertaraf internasional sesuai kewenangannya.
- Pembiayaan penjaminan mutu satu pendidikan sesuai 
kewenangannya
3. Kurikukum
- Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat 
satuan pendidikan pada pendidikan menengah.
- Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar 
kompetensi lulusan pendidikan menengah.
- Sosialisasi dan fasilitas implementasi kurikulum tingkat satuan 
pendidikan pada pendidikan menengah.
- Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan 
pada pendidikan menengah.
4. Sarana dan Prasarana
- Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan 
prasarana pendidikan menengah.
- Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana 
pendidikan.
- Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan 
menengah
5. Pendidik dan tenaga kependidikan
- Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan 
untuk satuan pendidikan bertaraf internasional.
- Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar 
kabupaten/kota
- Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan 
pendidik dan tenaga kependidikan bertaraf internasional.
- Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga 
kependidikan pendidikan bertaraf internasional.
- Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada 
pendidikan bertaraf internasional selain karena alas an 
pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga 
kependidikan di daerah.
6. Pengendalian mutu pendidikan
- Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, 
pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
- Koordinasi,fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian 
sekolah skala kabupaten/kota
- Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala 
kabupaten/kota
- Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis 
pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal skala 
kabupaten/kota.
- Pelaksanaan evalusi pencapaian standar nasional pendidikan 
pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, dan pendidikan nonformal skala kabupaten/kota
- Membantu pemerintahan dalam melaksanakan akreditasi 
pendidikan dasar dan menengah.
- Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional 
dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional
- Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan 
pendidikan skala kabupaten/kota
4. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan
a. Kepala Dinas
Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan 
kegiatan di bidang pendidikan serta membina hubungan kera dengan 
instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat lainnya
b. Sekretariat
Mempunyai tugas membantu Kepala dinas dalam merencanakan 
program kerja dinas, memberikan pelayanan teknis administrasi kepada 
Kepala Dinas dan seluruh satuan Organisasi dalam lingkup Dinas 
Pendidikan, membimbing, mnegendalikan dan mengawasi Sub Bagian 
Keuangan serta melaksankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas;
Sekretariat terdiri atas:
- Subag umum dan Perlengkapan mempunyai tugas mengelola 
urusan surat-menyurat, urusan rumah tangga, urusan 
perlengkapan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan 
oleh Sekretaris;
- Subag Kepegawaian mempunyai tugas tugas mengelola 
administrasi kepegawaian, mengelola data data serta 
pengusulan kenaikan pangkat dan gaji pegawai;
- Subag Keuangan mempunyai tugas membuat, 
mengkoordinasikan penyusunan, perubahan perhitungan 
anggaran Dinas, mengelola administrasi, penyusunan laporan 
keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diperinthakan 
dan diberikan oleh sekretaris.
c. Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan 
pendidikan tingkat TK/RA, SD/MI dan SDLB, membimbing, mengendalikan 
serta mengawasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada seksi 
pendidik dan tenaga kependidikan, Seksi Sarana dan Prasarana, dan 
seksi Kesiswaan serta tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas. 
Bidang pendidikan TK dan SD mempunyai fungsi:
 Pembinaan dan pengurusan manajemen, pendidik dan tenaga 
kependidikan Taman kanak-kanak
 Pembinaan dan pengurusan manajemen, pendidik dan tenaga 
kependidikan Sekolah Dasar
Bidang Pendidikan TK dan SD terdiri atas:
- Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas membuat 
dan merencanakan proses belajar mengajar dalam menyelenggarakan 
pendidikan pada tingkat TK/RA, SD/MI dan SDLB, merencanakan 
pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan guna mendapatkan 
hasil semaksimal mungkin serta melaksankan tugas lain yang diberikan 
oleh kepala Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
- Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membuat program 
rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana serta 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pendidikan 
Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
- Seksi Kesiswaan mempunyai tugas membuat dan merencanakan 
program peningkatan mutu siswa dalam pencapaian kualitas akademik 
dan non-akademik sesuai dengan karakteristik pribadi, tugas, 
perkembangan, kebutuhan, bakat, minat dan kreativitas siswa TK/RA, 
SD/MI, SDLB serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala 
Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar
d. BIdang Pendidikan Menengah
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan 
pendidikan tingkat SMP/MTs, SMA/MA dan SMK, membimbing, 
mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
pada seksi pendidik dan tenaga kependidikan, Seksi Sarana dan 
Prasarana, dan seksi Kesiswaan serta tugas lain yang diberikan oleh 
kepala Dinas. Bidang pendidikan Menengah mempunyai fungsi:
 Pembinaan dan pengurusan manajemen, pendidik dan tenaga 
kependidikan Sekolah Menengah Pertama
 Pembinaan dan pengurusan manajemen, pendidik dan tenaga 
kependidikan Sekolah Menengah Atas
 Pembinaan dan pengurusan manajemen, pendidik dan tenaga 
kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan
Bidang Pendidikan Menengah terdiri atas:
- Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas membuat 
dan merencanakan proses belajar mengajar dalam menyelenggarakan 
pendidikan pada tingkat SMP/MTs, SMA/MA dan SMK, merencanakan 
pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan guna mendapatkan 
hasil semaksimal mungkin serta melaksankan tugas lain yang diberikan 
oleh kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah.
- Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membuat program 
rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana serta 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pendidikan 
Sekolah Menengah.
- Seksi Kesiswaan mempunyai tugas membuat dan merencanakan 
program peningkatan mutu siswa dalam pencapaian kualitas akademik 
dan non-akademik sesuai dengan karakteristik pribadi, tugas, 
perkembangan, kebutuhan, bakat, minat dan kreativitas siswa SMP/MTs, 
SMA/MA, SMK serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala 
Bidang Pendidikan Sekolah Menengah.
e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaran pendidikan 
pada tingkat pendidikan luar sekolah yang meliputi pendidikan 
kecakaapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, 
pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, dan 
pendidikan keterampilan dan lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat 
kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan 
yang sejenis.
Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari:
- Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Keaksaraan mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di 
bidang Pendidikan Anak Usia Dini yang meliputi Kelompok Bermain (Play 
Group), Taman Penitipan Anak, Serta Satuan Paud Sejenis lainnya dan 
pendidikan Keaksaraan.
- Seksi Kesetaraan mempunyai tugas membantu kepala bidang 
melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Pendidikan 
Kesetaraan nonformal dan informal yang meliputi kesetaraan pendidikan 
dasar dan kesetaraan pendidikan menengah.
- Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan mempunyai tugas 
membantu kepala bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di 
bidang Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.
f. Bidang Perencanaan dan program
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pada 
bidang perencanaan pendidikan dan program kerja dinas, membimbing, 
mengendalikan dan mengawasi Seksi Penyusunan Program, Seksi 
Evaluasi dan Monitoring dan Seksi pendataan dan pengelolaan data serta 
melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.
Bidang Perencanaan dan program terdiri atas:
- Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan 
rencana dan program di bidang pendidikan serta melaksanakan tugas lain 
yang diberikan oleh bidang perencanaan dan program
- Seksi Evaluasi dan Monitoring mempunyai tugas melakukan evaluasi 
dan monitoring terhadap hasil pelaksanaan program kerja di bidang 
pendiddikan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala 
bidang perencanaan dan program.
- Seksi Pendataan dan Pengelolaan mempunyai tugas melaksanakan 
pendataan dan pengelolaan data di bidang pendidikan serta 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perencanaan 
dan Program
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (UPTD SKB)
Mempunyai tugas:
- Menetapkan program kerja UPTD SKB kota Palopo, dan rencana 
kegiatan bagian tata usaha.
- Membuat perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan Non Formal 
dan Informal berdasrkan kewenangannya;
-  Memberikan pelayanan Konsultasi di bidang pendidikan Non Formal 
dan Informal, berdasarkan kewenangannya;
- Memberikan peayanan Pendidikan Non formal dan Informal kepada 
masyarakat sesuai bidang tugas dan kewenangannya;
- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas 
bawahan sesuai bidangnya masing-masing;
- Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada 
bawahan;
- Memeriksa hasil kerja bawahan;
- Mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan hasil kerja bawahan;
- Menyampaikan laporan pertanggung jawaban hasil kinerja kepada 
Kepala Dinas Dikpora Palopo;
- Melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh atasan; 
h. Kelompok Jabatan fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas:
1. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
Mempunyai tugas melakukan pembinaan pengembangan kualitas 
sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh 
staf sekolah; melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan 
program sekolah beserta pengembangannya; melakukan penilaian 
terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara 
kolaboratif dan stakeholder sekolah; melaksanakan tugas lain yang 
diberikan oleh Kepala Dinas
2. Jabatan Fungsional Penilik PLS
Mempunyai tugas merencanakan, menilai, membimbing dan 
melaporkan kegiatan penilik pendidikan luar sekolah;
5. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pendidikan Kota Palopo
Jumlah pegawai negeri sipil di dinas Pendidikan Kota Palopo 
secara keseluruhan berjumlah 117 orang yang tersebar pada beberapa 
unit kerja, dengan jumlah pegawai terbanyak ada pada unit kerja 
sekretariat, sedang unit kerja yang memiliki jumlah pegawai terkecil pada 
bidang Dikmen sebanyak 8 orang. Untuk lebih jelas jumlah pegawai 
negeri sipil di Dinas Pendidikan Kota palopo menurut golongan pada unit 
kerja, secara terperinci dapat dilihat pada table berikut:
Tabel. 1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pendidikan Kota Palopo 
Menurut Golongan Tahun Terakhir.
No Bagian Golongan Jumlah 
Pegawai
IV III II I
1 Sekretariat 12 14 8 0 43
2 Bidang Taman Kanak-
Kanak (TK) dan 
Sekolah Dasar (SD
8 9 6 0 23
3 Bidang Pendidikan 
Menengah
6 8 7 0 21
4 Bidang Pendidikan 
Luar Sekolah
6 5 8 0 19
5 Bidang Pendidikan 
Luar Sekolah
4 7 9 0 20
Jumlah 36 43 38 0 117
Sumber:  Dinas Pendidikan Kota Palopo 2011
Pada table tersebut memperlihatkan bahwa jumlah pegawai negeri 
sipil di Dinas Pendidikan Kota Palopo sebanyak 117 orang yang terdiri 
dari golongan I tidak ada, golongan II sebanyak 38 orang atau 32,48%, 
golongan III sebanayak 43 orang atau 36,75%, golongan IV sebanyak 36 
orang atau 30,77%.
Dari klarifikasi tersebut menggambarkan bahwa golongan III 
merupakan golongan terbanyak yang secara potensial diharapkan dapat 
melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya secara berdaya 
guna dan berhasil guna.
Setelah melihat keadaan pegawai negeri sipil pada tiap unit kerja 
golongan, maka berikut ini kita akan melihat data mengenai tingkat 
pendidikan formal pegawai. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa 
tingkat pendidikan formal yang dimiliki pegawai negeri sipil Dinas 
Pendidikan Kota Palopo pada tiap unit kerja yaitu jumlah pegawai lulusan 
terbanyak adalah lulusan Sarjana (S1) dengan jumlah 60 orang atau 
51,29%, sedangkan jumlah lulusan yang paling sedikit adalah pegawai 
yang berpendidikan Pascasarjana 9 orang atau 7,69%. Seperti yang 
terlihat dari table dibawah ini:
Tabel 2.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Kota Palopo 
Menurut Tingkat Pendidikan Formal Tahun Terakhir.
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Sumber: Dinas Pendidikan Kota Palopo 2011
Tabel. 3





1 Magister Pendidikan 5 Bagian Umum dan 
Perlengkapan
2 Magister Ekonomi 
Manajemen
2 Bagian Umum dan 
Perlengkapan
3 Magister Keuangan 2 Bagian Keuangan
4 Sarjana Pendidikan 18 Bagian Umum, 
Perlengkapan dan 
Kepegawaian
5 Sarjana Teknik Mesin 
Produksi
2 Keuangan
6 Sarjana Ekonomi 
Akuntansi
6 Bagian Keuangan dan 
Kepegawaian
7 Sarjana Politik 4 Bagian Umum dan 
Perlengkapan
8 Sarjana Komunikasi 6 Bagian Umum, 
Perlengkapan dan 
Kepegawaian
9 Sarjana Hukum 
Pidana
4 Bagian Umum dan 
Pelengkapan
10 Sarjana Sosiologi 3 Kepegawaian 
11 Sarjana Sastra Inggris 4 Kepegawaian
12 Sarjana Administrasi 
Negara
8 Bagian Umum dan 
Perlengkapan 
13 Sarjana Ilmu 
Pemerintahan 
5 Bagian Umum, 
Perlegkapan dan 
Kepegawaian
14 Diploma Akuntansi 5 Bagian Keuangan 




3 Bagian Umum dan 
Perlengkapan
17 SLTA/ SMK 36 Bagian Umum dan 
Perlengkapan
Jumlah 117
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Palopo 2011
Dari gambar tersebut di atas, tergambar bahwa spesifikasi 
pendidikan pegawai Negeri sipil pada Dinas Pendidikan Kota Palopo 
secara umum sudah sesuai dengan kebutuhan jabatannya. Terlihat juga 
disini pegawai dengan spesifikasi pendidikan SLTA/SMK memilki jumlah 
terbanyak yaitu 36 orang (30,77%) sedangkan pegawai dengan spesifikasi 
pendidikan terendah yaitu Sarjana Teknik Produksi berjumlah 1 orang .
Tabel 4.





























Sumber: Dinas Pendidikan Kota Palopo 2011
Setelah melihat data jumlah pegawai berdasarkan tingkat 
pendidikan formal, berikut data jumlah pegawai negeri sipil di Dinas 
Pendidikan Kota Palopo menurut jabatan eselon. Berdasrkan data yang 
diperoleh jabatan eseslon terbanyak yaitu eselon III dengan jumlah  36 




A. Pelaksanaan Promosi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan 
Kota Palopo
Promosi adalah proses kegiatan pemindahan pegawai dari suatu 
jabatan kepada jabatan lain yang lebih tinggi. Dengan demikian promosi 
akan selalu diikuti oleh tugas, tanggung jawab dan wewenang yang lebih 
tinggi dari jabatan yang diduduki sebelumnya. Promosi juga merupakan 
sarana yang dapat mendorong pegawai untuk lebih baik atau lebih 
bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan, dengan melihat fakta 
tersebut maka penilaian kerja yang mengarah pada promosi jabatan harus 
dilakukan dengan efektif agar dapat diterima semua pihak tanpa ada yang 
merasa dirugikan
Promosi mempunyai arti penting bagi sebuah instansi karena 
dengan adanya promosi akan dapat meningkatkan semangat kerja 
pegawai. Jika promosi direalisasikan kepada pegawai yang berprestasi 
tinggi maka akan menimbulkan rangsangan bagi para pegawai untuk 
meningkatkan semangat kerja. Promosi pada dasaranya mempunyai nilai 
karena dengan promosi berarti ada kesempatan bagi pegawai untuk maju 
disamping itu promosi merupakan bukti pengakuan antara lain terhadap 
prestasi kerja yang dicapai pegawai. Pengakuan dalam hal ini bersifat 
relatif dan bukan mutlak artinya dapat saja seorang dapat dipromosikan 
karena dianggap mempunyai prestasi rata-rata lebih tinggi dari pegawai 
lain, meskipun dari pimpinan yang belum memuaskan.
Promosi mempunyai arti yang penting bagi setiap 
instansi/perusahaan sebab dengan promosi berarti kestabilan dan moral 
pegawai akan lebih terjamin. Kedua hal ini merupakan harapan yang 
harus dapat ditimbulkan, bilamana suatu instansi melaksanakan promosi. 
Sudah tentu dengan promosi tidak hanya diharapkan pada kedua hal 
tersebut, tetapi jauh lebih luas daripada itu.
Suatu jabatan pada suatu saat akan ditinggalkan. Hal ini 
disebabkan oleh beberapa hal, misalnya karena pension, keluar, sakit, 
meninggal dunia dan sebagainya. Dalam hal ini jabatan yang kosong 
harus diisi, dimana salah satu cara mengisi kekosongan tersebut adalah 
dengan jalan promosi.
Terhadap pengangkatan dalam jabatan fungsional adalah 
berdasarkan pada keahlian apa yang dibutuhkan untuk jabatan itu dan 
syarat-syarat obyektif lainnya. Sedangkan dalam hal pengangkatan 
struktural adalah sangat erat dengan jenjang kepangkatan yang 
ditetapkan untuk jabatan itu. Dari uraian tersebut penulis berpendapat 
bahwa seorang pegawai dapat diketahui kedudukannya jika dilihat dari 
jabatan yang didudukinya. Dan setiap jabatan sudah ada fungsi dan 
tugasnya masing-masing sehingga tidak akan saling tumpang tindih 
antara jabatan yang satu dengan yang lainnya.
Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan promosi 
Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kota Palopo sebagai upaya 
yang ditempuh dalam pembinaan dan pengembanagan pegawai berikut 
hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo 
sehubungan dengan pelaksanaan promosi:
“Proses promosi dilaksanakan dengan menginventarisasi jabatan 
yang lowong pada Dinas Pendidikan Kota Palopo dan 
mengevaluasi jabatannya, setelah diadakan inventarisasi jabatan 
barulah dicari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat untuk 
menduduki jabatan tersebut, setelah ada pegawai yang memenuhi 
syarat diajukanlah pegawai minimal 3 orang untuk dibahas pada 
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk 
ditetapkan salah satunya sebagai bahan pertimbanagn kepada 
walikota, setelah pertimbanagan itu disetujui oleh walikota maka 
ditetapkanlah dalam keputusan walikota untuk selanjutnya 
diadakan pelantikan.” (Hasil Wawancara 16 Oktober 2011) 
Pelaksanaan promosi pegawai di Dinas Pendidikan Palopo 
dilakukan diantara pegawai di lingkup dinas sendiri, artinya prosedur yang 
digunakan adalah promosi dari dalam. Tindakan ini didasari dengan 
pertimbangan bahwa moral kerja pegawai dapat ditingkatkan berbeda 
dengan pegawai dari luar cenderung menurun apabila masuk ke tingkat 
permulaan. Selain itu pengetahuan tentang lingkungan serta loyalitas 
terhadap instansi lebih dapat diharapkan. Seperti kutipan wawancara 
dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo :
“Untuk mengisi jabatan struktural di dinas pendidikan Kota Palopo, 
kami lebih cenderung memilih pegawai dari dalam lingkup dinas 
sendiri dengan pertimbangan bahwa mereka sudah kenal dengan 
lingkungan kerja mereka begitupun sebaliknya data-data identitas 
pegawai cenderung lebih dapat diketahui kebenarannya sehingga 
memudahkan insatansi kita dalam melaksanakan promosi.” (Hasil 
Wawancara 16 Oktober 2011)
Selain memperhatikan prosedur pelaksanaan promosi yang 
dilakukan, dalam rangka melaksanakan program promosi bagi pegawai 
perlu juga dilakukan penetapan syarat-syarat promosi terlebih dahulu. 
Seorang pemimpin yang memberi promosi kepada pegawainya tanpa 
memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan memungkinkan 
kesalahan yang besar dapat terjadi sehingga akan merugikan bagi 
instansi maupun pegawai. Syarat-syarat tersebut hendaknya dijadikan 
standar dalam menetapkan bagi siapa yang dapat atau berhak 
dipromosikan. Oleh karena itu setiap syarat-syarat yang ditetapkan 
diharapkan dapat menjamin bahwa pegawai yang dipromosikan 
mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya.
Syarat-syarat untuk suatu jabatan tertentu berbeda dengan syarat-
syarat jabatan yang lain. Ada persyaratan yang bersifat umum maupun 
teknis persyaratan secara umum misalnya perstasi kerja, tingkat 
pendidikan, pengalaman dan lain-lain. Pimpinan harus memberikan 
kesempatan kepada bawahannya untuk memenuhi syarat-syarat tersebut 
dan menghindari tindakan-tindakan yang tidak adil agar semua pegawai 
merasa disamakan hak dan kewajibannya. Pegawai tentu menghendaki 
promosi yang benar-benar sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat 
yang ada. Mereka tidak menghendaki pelaksanaan promosi yang 
dipaksakan sehingga persaingan sehat diantara pegawai untuk mengejar 
prestasi kerja mendapat penghargaan.
Tabel 5.
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Sumber: Dinas Pendidikan Kota Palopo
Pelaksanaan promosi yang benar-benar didasarkan pada 
persyaratan yang ada akan mendorong para pegawai bekerja dengan 
sebaik-baiknya tanpa adanya perasaan bahwa promosi untuk menduduki 
suatu jabatan atau kenaiakan pangkat yang dilakukan seorang pemimpin 
terhadap bawahannya bersifat subyektif. Selanjutnya agar pelaksanaan 
promosi benar-benar dirasakan manfaatnya bagi seorang pegawai 
maupun organisasi bersangkutan, perlu adanya pola yang jelas yang 
menggunakan ukuran-ukuran obyektif sampai sejauh mana 
karier/kemampuan seorang pegawai dalam menjalankan jabatan yang 
dipangkunya serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Meskipun demikian sebelum kita mengambil kesimpulan tentang 
syarat-syarat pelaksanaan promosi Pegawai Negeri Sipil di Dinas 
Pendidikan Kota Palopo, hendaknya diteliti terlebih dahulu syarat-syarat 
apa yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan promosi, dan apakah 
syarat-syarat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dalam arti telah 
dijadikan sebagai patokan dalam memberikan promosi kepada pegawai, 
agar tidak menyimpang dari tujuan semula. Berdasarkan hasil wawancara 
yang dilakukan dengan informan di Dinas Pendidikan Kota Palopo, maka 
dapat diketahui bahwa syarat-syarat umum pelaksanaan promosi yang 
dipertimbangkan dalam mempromosikan pegawai pada instansi tersebut 
adalah meliputi:
1. Pengalaman
Tingkat senioritas pegawai dalam banyak hal ini seringkali 
dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan 
promosi.dengan pertimbangan bahwa dengan senioritas/masa kerja yang 
lama maka pengalaman yang dimilki lebih banyak dibandingkan dengan 
mereka yang baru diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil. Senioritas diartikan 
sebagai lamanya masa kerja seseorang yang diakui organisasi, baik pada 
jabatan yang bersangkutan maupun dalam organisasi secara keseluruhan. 
Dalam senioritas tercermin pula pengertian usia Selain itu pegawai yang 
akan dipromosikan disesuaikan dengan kualifikasi dan pengalamannya. 
Senioritas pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penghargaan 
organisasi kepada tenaga kerja atas kesetiaan dan dedikasi kepada 
organisasi. Karena itu sistem ini akan mendorong tenaga kerja untuk 
bersikap lebih loyal dan setia kepada instansinya.
Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Perencanaan dan 
Program Dinas Pendidikan Kota Palopo, Besse. AP. SIP. M. Si:
“Dalam menempatkan seorang pegawai dalam suatu jabatan perlu 
juga diperhatikan tingkat senioritas atau pengalaman kerja pegawai 
yang bersangkutan karena pegawai yang berpengalaman banyak 
dalam hal pekerjaan tentunya memiliki kemampuan lebih dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang akan diberikan 
sehingga hal ini juga akan memudahkan mereka dengan pekerjaan 
yang dibebankan.”. (Hasil Wawancara 16 Oktober 2011)
Dalam pelaksanaan promosi pengalaman juga patut menjadi 
pertimbangan karena anggapan bahwa pegawai senior mempunyai 
pengalaman lebih banyak dibandingkan pegawai yunior. Dengan harapan 
bahwa pegawai tersebut memiliki kemampuan lebih, gagasan lebih 
banyak dan kemampuan manajerial yang baik sehingga mereka dianggap 
patut atau layak tehadap jabatan yang akan diberikan. Dari juga tingkat 
pengalaman yang dimiliki oleh seorang pegawai, secara tidak langsung 
mereka akan mendapatkan banyak ilmu yang diperoleh dan dengan 
demikian pegawai yang memiliki pengalaman tersebut akan mudah dalam 
menyelesaikan suatu masalah dengan bijak.
Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Menengah Dinas 
Pendidikan Kota Palopo:
“Salah satu indikator seorang pegawai dipromosikan adalah 
dengan melihat pengalaman kerja pegawai tersebut, apakah 
pegawai bersangkutan memiliki pengalaman yang cukup dan patut 
untuk menduduki jabatan yang lowong. Pengalaman ini bisa diukur 
dari prestasi, hasil kerja dan lamanya mengabdi”. (Hasil wawancara 
16 Oktober 2011)
Sejalan dengan hal tersebut diatas pengalaman pegawai sebagai 
syarat promosi perlu dilaksanakan. Hasil wawancara dengan Kepala 
Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Palopo, Drs. Ghazaly Rahman, M.Si 
mengatakan bahwa:
“Pegawai yang memiiki masa kerja yang lama dalam arti senior 
patut menjadi pertimbangan pimpinan (kepala dinas) untuk 
dipromosikan karena lebih berpengalaman dan matang dibanding 
juniornya.  Apabila terdapat masalah dalam pekerjaannya maka 
dapat diselesaikan dengan pengalaman yang ia miliki sebelumnya. 
Dan menurut pengamatan saya hal ini sudah diterapkan dalam 
lingkup dinas kami.” (Hasil wawancara  16 Oktober 2011)
Dengan bertambahnya pengalaman seorang karyawan dalam 
dunia kerja, maka akan bertambah pula pengetahuan, ketrampilan, 
kecakapan dan kecekatan dalam pengabdian kerjanya dalam sebuah 
instansi. Dengan demikan semakin banyak pengalaman kerja seseorang 
atau semakin lamanya waktu orang tersebut untuk masa bekerja akan 
dapat meningkatkan kemampuan kerja sama atau dengan kata lain akan 
mempengaruhi peningkatan kinerja orang yang bersangkutan tersebut.
2. Pendidikan
Pendidikan dalam sebuah promosi merupakan sebuah hal yang 
sangat penting, prinsip “the right man on the right place” sangat penting 
diterapkan dalam suatu instansi. Sebab pegawai yang ditempatkan dalam 
suatu jabatan atau pekerjaan disesuaikan dengan kualifikasi 
pendidikannya dan hal ini adalah mutlak supaya kinerja yang dilakukan 
oleh pegawai tersebut sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang 
dimilikinya, seandainya kualifikasi yang dimiliki tidak sesuai dengan bidang 
pekerjaannya akan memunculkan masalah dikemudian hari dan juga 
supaya dapat memberikan pengembangan dalam sebuah instansi secara 
tepat. Dalam pendidikan terdapat proses yang terus menerus berjalan dan 
bukan sesaat saja. Namun pendidikan juga bisa disebut sebagai usaha 
untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk di 
dalamnya penguasaan teori untuk memutuskan persoalan-persoalan yang 
menyangkut kegiatan pencapaian dalam program sebuah instansi.
Pendidikan adalah faktor yang sangat berpengaruh pada potensi 
kerja pegawai, pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal, yaitu 
pendidikan umum yang diikuti oleh pegawai sehingga dapat dijadikan 
suatu alat untuk meningkatkan kualitasnya. Sering diasumsikan bahwa 
semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka diharapkan 
mempunyai pemikiran yang lebih baik. Salah satu faktor yang dapat 
berpengaruh adalah tinggi rendahnya latar belakang pendidikan formalnya. 
Dengan kata lain pegawai yang menempuh tingkat pendidikan tertentu 
menyebabkan seorang seorang pegawai memiliki pengetahuan tertentu. 
Orang dengan kemampuan dasar apabila mendapatkan kesempatan-
kesempatan pelatihan dan motivasi yang tepat, akan lebih mampu dan 
cakap untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dengan 
demikian jelas bahwa pendidikan akan mempengaruhi kinerja karyawan.
Pola pendidikan memberikan kemampuan kepada karyawan untuk 
menyesuaikan dan menyederhanakan situasi yang kompleks., 
menganalisa masalah untuk menentukan penyebab yang kritis dalam unit 
kerja dan memilih tindakan terbaik untuk memecahkan masalah serta 
dapat mengantisipasi masalah-masalah sehingga mereka dapat 
mencegah terjadinya masalah berikutnya. Sehingga kecepatan dan 
kecermatan perlu selalu diperhatikan, ditingkatkan dan dipelihara oleh 
para pegawai, sehingga dari kombinasi tersebut dapat selalu berfungsi 
untuk terus memperbaiki kinerja agar semakin baik. Maka yang 
diuntungkan dari hal itu adalah pegawai itu sendiri, pimpinan dan instansi.
Oleh karena itu, dalam pelaksanaan promosi pegawai harus 
disesuaikan dengan latar belakang pendidikannya, untuk mempermudah 
dalam menyeesaikan pekerjaannya. Untuk mengetahui pelaksanaan 
promosi berdasarkan latar belakang pendidikan formal pegawai, berikut 
hasil wawancara dengan beberapa informan di lingkup Dinas Pendidikan 
Kota Palopo.
Hasi wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah 
Dinas Pendidikan Kota Palopo, Akram, S.Pd, M.Si menyatakan bahwa: 
“Tingkat pendidikan pegawai sangat menentukan dalam proses 
pelaksanaan promosi karena adanya pendidikan yang dimilkinya 
maka dalam mengambil kebijakan atau setiap keputusan dapat 
dipertanggungjawabkan dengan baik”. (Hasil wawancara 16 
Oktober 2011)
Pendidikan sebagai salah satu syarat untuk menentukan dalam 
proses pelaksanaan promosi, dengan pertimbangan bahwa latar belakang 
pendidikan yang tinggi pula terhadap prospek kemajuan instansi dalam 
mencapai tujuannya.
Sejalan dengan hal tersebut Kepala Bidang Perencanaan dan 
Program Dinas Pendidikan Kota Palopo, Besse. AP. SIP, M.Si 
mengatakan bahwa: 
“Latar belakang pendidikan menjadi dasar dalam mempromosikan 
pegawai agar yang dipromosikan ini nantinya dapat dijadikan 
sebagai tulang punggung dalam menjalankan tugas di Dinas 
Pendidikan Kota Palopo karena mempunyai pendidikan yang 
menunjang.” (Hasil wawancara 17 oktober 2011).
Aspek pendidikan yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil pada Dinas 
Pendidikan kota palopo merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam 
promosi pegawai menurut tempat atau posisi yang dipersyaratkan 
kepadanya. Hal ini akan menunjang efektifitas pelaksanaan tugas 
pegawai sehingga penyelesaian tugas sesuai dengan yang diharapkan. 
Namun dari dokumen mengenai keadaan pegawai menunjukkan 
bahwa spesifikasi pendidikan formal yang dimilki masih ada beberapa 
pegawai yang kurang sesuai dengan posisi atau jabatan yang dimiliknya. 
Hal ini dapat dilihat dari adanya pegawai di Bagian Keuangan yang kurang 
sesuai dengan latar belakang pendidikannya (lihat tabel 3 hal.69) .
Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah seorang 
peagwai staff di bidalng Sekretariat yang berinisial AH menyatakan bahwa 
terkadang dalam penunjukan pegawai untuk menduduki posisi tertentu 
tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, tapi hanya dengan 
melihat pengalaman kerja yang lama pegawai tersebut dimasukkan dalam 
daftar pegawai yang akan dipromosikan. Artinya pada saat 
mempromosikan pegawai tersebut kurang memperhatikan aspek 
pendidikannya. Hal ini dapat dilihat dari adanya pegawai pada Sub Bagian 
Keuangan kurang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilki.
Hal tersebut diperkuat juga dengan hasil wawancara dengan 
Kepala sub bagian Kepegawaian yang mengatakan bahwa dalam 
pelaksanaan promosi pegawai sudah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Selain itu beliau juga menjelaskan 
bahwa staf pegawai yang ada di lingkup Dinas Pendidikan kota palopo 
rata-rata masa kerjanya di atas 5 tahun sehingga pekerjaan yang menjadi 
tanggung jawabnya sudah menjadi rutinitas.
Untuk itu, implementasi kebijakan promosi pegawai di Dinas 
Peendidikan Kota Palopo, menjadikan jenjang pendidikan formal sebagai 
salah satu syarat dalam mempertimbangkan  pelaksanaan promosi 
setelah melalui proses analisis jabatan. Akan tetapi, kurangnya sumber 
daya aparatur dan adanya pemekaran wilayah menyebabkan 
pelaksanaan promosi pegawai pada posisi tertentu kurang sesuai dengan 
pendidikan normalnya.
3. Prestasi Kerja
Prestasi kerja menjadi dasar penting dalam melaksanakan promosi 
karena dengan prestasi kerja berarti ada kemampuan untuk menjalankan 
suatu jabatan atau tugas baru yang dibebankan oleh instansi organisasi. 
Penetapan prestasi kerja sebagai salah satu syarat daam melakukan 
suatu promosi akan memotivasi pegawai dalam peningkatan kinerjanya. 
Dalam proses kerja yang tinggi akan memperlancar kegiatan promosi bagi 
pegawai. Demikian pula bagi instansi /organisasi ada kecenderungan 
menjadikan prestasi kerja yang dicapai oleh pegawai dijadikan sebagai 
kriteria utama dalam pelaksanaan promosi. Bentuk promosi jabatan yang 
dapat dilakukan dengan menggunakan prestasi kerja dari pegawai 
sebagai landasan pertimbangan tidak terbatas pada program promosi 
jabatan, tetapi dasar prestasi juga dapat dan bahkan tetap untuk 
melaksanakan program promosi jabatan lain. Dasar prestasi kerja berarti 
program promosi jabatan dilaksanakan dalam rangka melakukan 
penyesuaian antara kemampuan seseorang dengan standar kemampuan 
dari suatu jabatan tertentu.
Pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai sangat penting 
dilakukan dalam mengambil keputusan dalam memberikan promosi. 
Penilaian prestasi kerja pegawai sangat penting bagi setiap pegawai dan 
instansi, karena dengan adanya penilaian prestasi kerja seorang pegawai 
akan memperoleh umpan balik dari hasil pekerjaannya, sehingga pegawai 
dapat mengetahui kelemahan dan keunggulan yang dihadapi di dalam 
pekerjaannya.  Apabila hasil penilaian prestasi kerja pegawai dianggap 
positif dan baik, maka hasil tersebut akan dijadikan sebagai dasar 
pengambilan keputusan untuk promosi selanjutnya demi pencapai tujuan 
karir yang diinginkan pegawai.
Hasil wawancara penulis dengan Kepala Sekretariat Dinas 
Pendidikan Kota Palopo, Drs. Ghazaly Rahman, M.Si mengatakan bahwa:
“Berdasarkan peraturan kepegawaian setiap pegawai yang memiliki 
prestasi kerja yang tinggi punya kesempatan besar untuk 
dipromosikan. Selain sebagai imbalan, tak lain tujuannya adalah 
untuk memotivasi mereka dalam bekerja. Dan bila seorang pegawai 
telah dipromosikan berarti secara otomatis tanggung jawab, 
wewenang dan gajinya juga akan naik.” (Hasil wawancara 17 
Oktober 2011)
Promosi dianggap penting dalam organisasi (instansi) karena selain 
sebagai ‘imbalan’ terhadap hasil kerja pegawai juga memberikan 
dorongan atau motivasi kepada pegawai untuk bersaing memberikan yang 
terbaik bagi organisasi dengan peningkatan kinerja. Dengan demikian 
pegawai yang memiliki prestasi kerja tinggi akan mendapatkan 
kesempatan promosi yang besar pula.
Senada dengan hasil wawancara diatas, Kepala Sekretariat juga 
mengatakan bahwa:
“Salah satu kriteria yang paling dominan dalam pelaksanaan 
promosi adalah prestasi kerja karena kriteria ini berpengaruh 
langsung pada peningkatan kinerja pegawai” (Hasil wawancara 16 
oktober 2011)
Artinya dalam melaksanakan suatu promosi pegawai prestasi kerja 
menjadi hal penting yang perlu diperhatikan sebab kriteria ini secara 
langsung berpengaruh pada peningkatan kinerja. Pegawai saling 
berkompetensi untuk menghasilkan kinerja yang baik guna mendapatkan 
promosi yang diharapkan. Untuk itu dalam rangka usaha lebih menjamin 
obyektifitas dalam promosi berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja, 
maka telah dikeluarkan PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri SIpil. Hasil penilaian dituangkan 
dalam suatu daftar yang disebut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 
(DP-3). Dalam pengukuran kinerja ini, penilaian terhadap potensi pegawai 
diartikan sebagai perkiraan terhadap pengangkatan tertinggi atau tingkat 
pekerjaan yang pada akhirnya mampu dilakukan seorang pegawai. 
Melalui penilaian potensi ini, akan diketahui siapa saja yang memiliki 
kemampuan dan kecakapan untuk menduduki suatu jabatan yang lebih 
tinggi kelak. Dalam jangka panjang dapat diperkirakan sejauhmana 
seorang pegawai dapat mencapai puncak kariernya. Selain hal di atas, 
penilaian potensi ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi kebutuhan 
pelatihan dan kemungkinan pengembangan seorang pegawai negeri, 
merencanakan kesempatan kemajuan karier, dan merencanakan suksesi 
dalam organisasi. 
Potensi seorang pegawai negeri dinilai melalui dua cara yaitu 
dengan cara yang disebut kualitas secara umum dan kualitas pribadi yang 
menyeluruh. Dalam cara yang terakhir, potensi dinilai dari kualitas 
intelektual yaitu dalam bentuk kekuatan analisis, imajinasi dan inovasi, 
dan kesadaran tentang kualitas, kemudian orientasi hasil yakni dalam 
bentuk motivas berprestasi , sensitivitas politik dan ketegasan dan kualitas 
kepemimpinan dalam bentuk kemampuan memotivasi, memberikan 
delegasi, dan komunikasi serta konsultasi. Setiap tahun dilakukan 
penilaian oleh DP-3 yang mencakup dua hal penting, yakni review 
terhadap catatan prestasi dan kemajuan yang dicapai oleh staf untuk 
tahun yang dinilai dan review terhadap rencana tindak untuk tahun 
berikutnya yang meliputi target-target baru, dan rencana pelatihan. Dalam 
hal ini, staf mendiskusikan dengan supervisor/atasan langsungnya. 
Dalam peraturan pemerintah ini ditentukan bahwa yang berwenang 
dalam membuat penilaian adalah pejabat penilai yaitu atasan langsung 
dari pegawai yang bersangkutan. Dengan adanya ketentuan tersebut 
pejabat penilai harus benar-benar mengenal secara pribadi pegawai yang 
dinilai, sehingga demikian dapat diharapkan penilaian dapat dilakukan 
lebih obyektif. 
Bertolak dari penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam 
pelaksanaan promosi di dinas Pendidikan Kota Palopo masih ada  
pegawai yang dipromosikan berprestasi rendah. Hasil wawancara dengan 
salah satu pegawai staff Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota 
Palopo, Karmila Badewi, S.Pd  mengatakan bahwa:
“Yang terjadi di Dinas Pendidikan Kota Palopo penempatan 
pegawai pada jabatan tertentu sudah sesuai dengan disiplin ilmu 
yang dimiliki namun terkadang ada yang nilai DP3 nya rendah 
dipromosikan.  Hal ini sudah jelas akan mempengaruhi semangat 
kerja pegawai lain.” (Hasil wawancara 16 Oktober 2011).
Senada dengan hasil wawancara diatas Kepala Sub Bagian Umum 
dan Perlengkapan mengatakan bahwa:
“DP3 sebenarnya sudah berjalan dan dilakukan, Cuma melihat 
kondisi kalau mau kita konsisten banyak pegawai yang kurang 
bagus DP3 nya, karena pemberian DP3 masih diwarnai dengan 
rasa kemanusiaan. Seperti misalnya dengan melihat loyalitasnya, 
prestasinya, kepimpinannya, serta kerja samanya, kalau mau 
diwujudkan dengan baik memang bagus tetapi implementasinya 
sehari-hari bukan jaminan termasuk dilingkungan ini.” (Hasil 
Wawancara 16 Oktober 2011)
Dengan menyimak hasil wawancara diatas sudah jelas Dinas 
Pendikikan Kota Palopo kurang memperhatikan penilaian prestasi kerja 
dalam pelaksanaan promosi pegawai. Hal ini dapat dilihat dalam 
pemberian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai yang 
kurang obyektif karena masih diwarnai dengan rasa kemanusiaan. 
Sehingga efektifitas pembinaan pegawai berdasarkan sistem prestasi 
kerja menjadi  berkurang.
Dari uraian tersebut diatas tampak bahwa dalam pelaksanaan 
promosi penetapan syarat-syarat sebagai dasar pelaksanaan promosi 
perlu diperhatikan dan dilakukan baik diihat dari segi kepentingan 
organisasi maupun pegawai. Dengan adanya syarat-syarat promosi yang 
telah ditetapkan sebelum dilaksanakan, maka akan memudahkan bagi 
pimpinan untuk merencanakan dan melaksanakan promosi, dilain pihak 
pegawai akan berusaha untuk memenuhi syarat-syarat tersebut agar 
dapat dipromosikan. Penilaian prestasi kerja juga dapat digunakan oleh 
instansi untuk mengetahui kekurangan dan potensi seorang karyawan.
Dari hasil tersebut, instansi dapat mengembangkan suatu perencanaan 
sumber daya manusia secara menyeluruh dalam menghadapi masa 
depan.
Berdasarkan hasil-hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa 
pada dasarnya pegawai menghendaki kenaikan pangkat atau jabatan 
benar-benar sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Mereka 
tidak menghendaki adanya promosi yang bersifat subyektif sehingga 
persaingan diantara mereka untuk mengejar prestasi tidak mendapat 
penghargaan atau imbalan. Pelaksanaan promosi yang benar-benar 
didasarkan pada kriteria yang ada akan mendorong pegawai bekerja 
dengan sebaik-baiknya, tanpa adanya perasaan bahwa kenaikan pangkat 
yang dilaksanakan seorang pemimpin terhadap bawahannya bersifat 
subyektif. Di samping itu pegawai akan berusaha untuk memenuhi 
persyaratan yang ada. sangat strategis karena pada dasarnya hasil 
pengukuran kinerja yang dilakukan secara objektif, valid dan terukur 
memberikan banyak manfaat bagi proses pengambilan keputusan di 
bidang kepegawaian. Hanya saja, hal ini yang tampaknya kurang disadari 
oleh para pengambil kebijakan di bidang pengelolaan kepegawaian baik 
dalam jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun, 
penilaian (Daftar Penilaian Pekerjaan) DP-3 yang berlaku sampai hari ini 
pada dasarnya tidak memiliki arti yang nyata terhadap pengukuran kinerja
pegawai. Penilaian DP-3 sangat subyektif karena kelemahan-kelemahan 
aspek, mekanisme dan sifat pengukurannya. Hasil penilaian DP-3 tidak 
dapat membedakan seorang pegawai yang mempunyai kinerja yang 
bagus dengan yang tidak bagus. Dalam hal ini tidak ada satupun dari 
atasan yang berkeinginan untuk memberikan penilaian yang jelek 
terhadap anak buahnya sekalipun faktanya memang kinerja bawahannya 
tidak memuaskan.
Begitu pula dalam pemenuhan syarat-syarat promosi, pada 
umumnya pegawai telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan 
untuk dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi, baik ditinjau dari syarat 
pendidikan maupun pengalaman, kecuali syarat prestasi kerja. Karena 
berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu informan 
menyatakan bahwa terkadang masih ada pegawai yang berprestasi kerja 
rendah namun diikutsertakan dalam promosi pegawai. Hal ini jelas 
menunjukkan bahwa prosedur  promosi pegawai belum sepenuhnya 




Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan penelitian maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan promosi di  Dinas Pendidikan Kota Palopo dimulai 
dengan menginventarisasi jabatan yang lowong di Dinas 
Pendidikan Kota Palopo dan mengevaluasi syarat jabatannya, 
setelah diadakan inventarisasi kemudian dicari Pegawai Negeri 
Sipil yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut. 
Setelah itu, pegawai yang memenuhi syarat diajukan minimal 3 
orang untuk dibahas pada Badan Pertimbangan dan Kepangkatan 
(Baperjakat) untuk ditetapkan salah satunya sebagai bahan 
pertimbangan kepada Walikota, setelah pertimbangan itu disetujui 
oleh Walikota maka ditetapkanlah dalam keputusan Walikota untuk 
selanjutnya diadakan pelantikan.
2. Dalam pelaksanaan promosi Pegawai Negeri Sipil di Dinas 
Pendidikan Kota Palopo, pemenuhan syarat-syarat promosi secara 
umum telah dilaksanakan baik ditinjau dari syarat. Hal ini terlihat
dalam hal kualifikasi pendidikan. Terkadang disiplin ilmu pegawai 
yang akan dipromosikan tidak sesuai jabatan yang lowong. Begitu 
pula dalam hal promosi berdasarkan penilaian prestasi kerja, masih 
ada pegawai yg memilki nilai DP3 rendah tetapi diikutkan dalam 
promosi pegawai.  Artinya dalam pelaksanaan promosi pegawai 
tidak sesuai prosedur yang ditetapkan. 
B. Saran
Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan 
pengamatan dan penelitian selama ini, antara lain:
1. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil hendaknya tetap berpedoman 
pada undang-undang dan syarat-syarat yang telah ditetapkan 
dalam arti tetap memberi promosi kepada pegawai yang 
berprestasi dan memenuhi syarat, agar tujuan dan kegiatan 
promosi dapat diwujudkan. Disamping itu obyektifitas promosi 
harus tetap diprioritaskan sehingga promosi tetap terlaksana sesuai 
denagn aturan yang ada dan berlaku. Dengan demikian tujuan dari 
pelaksanaan promosi itu akan dapat tercapai seperti yang 
diharapkan.
2. Disarankan agar proses penilaian kenaikan pangkat benar-benar 
dapat dirasakan sebagai karir bagi Pegawai Negeri Sipil yang 
bersangkutan, untuk itu perlu adanya pola yang jelas serta 
menggunakan standar sampai sejauh mana karir Pegawai Negeri 
Sipil dalam kepangkatannya yang ada hubungannya dengan 
jenjang jabatan yang dipangkunya.
